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ABSTRAK 

 

Santosa, Joko 2023, Analisis Hukum Acara Peradilan Terhadap Putusan Nomor: 

1133/Pdt.G/2020/Pa.Pct Dalam Perkara Gugatan Waris Di Pengadilan 

Agama Pacitan. Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas 

Syari‟ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing: 

Ahmad Syakirin, S.H., M.H. 

Kata Kunci/Keywords: Waris Islam, Gugatan ditolak, Hukum Acara Peradilan.    

 Dalam Perkara waris Islam apabila terjadi suatu konflik maka 

penyelesaian yang harus dilakukan adalah di peradilan Agama. Putusan akhir 

pengadilan Agama Pacitan dalam perkara gugatan waris Nomor: 

1133/Pdt.G/2020/Pa.Pct dinyatakan ditolak. Dalam gugatannya, mulai dari isi, 

posita, maupun petitum gugatan penggugat banyak membahas tentang sengketa 

tanah. Sedangkan,  antara penggugat dan tergugat tidak ada hubungan darah, 

nasab, maupun kerabat. Akan tetapi majelis hakim memiliki pertimbangan sendiri 

untuk tetap melanjutkan perkara ini ketahap persidangan, meskipun tidak 

disangka-sangka bahwa persidangan antara penggugat dan tergugat telah berjalan 

sebanyak 18 kali persidangan.  

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) bagaimana analisis 

hukum acara peradilan terhadap ditolaknya gugatan waris dalam putusan Nomor: 

1133/Pdt.G/2020/Pa.Pct di pengadilan Agama Pacitan, (2) bagaimana analisis 

hukum acara peradilan terhadap dasar pertimbangan hakim melanjutkan 

persidangan perkara   gugatan waris putusan Nomor: 1133/Pdt.G/2020/Pa.Pct di 

pengadilan Agama Pacitan. Jenis penelitiannya field research atau penelitian 

lapangan dengan metode penelitian yuridis normatif empiris. Teknik 

pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan wawancara dan dokumentasi. 

Analisis yang digunakan adalah deskriptif Analisis.  

Hasil Penelitian adalah Bahwa tinjauan dari hukum acara peradilan 

Agama, perkara gugatan waris dalam putusan nomor: 1133/Pdt.G/2020/Pa.Pct  di 

Pengadilan Agama Pacitan bukan merupakan perkara waris, karena sudah jelas 

gugatan penggugat menyalahi kewenangan peradilan agama atau cacat formil, 

sesuai dengan yang diatur dalam UU Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas 

UU No.7 Tahun 1989, dan perubahan kedua UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang 

peradilan agama serta asas personalitas keislaman menjadi dasar kompetensi 

absolut Pengadilan. Selain itu, terkait tinjauan hukum acara peradilan terhadap 

dasar pertimbangan Hakim perkara gugatan waris nomor: 1133/Pdt.G/2020/Pa.Pct 

majelis hakim mempunyai dasar pertimbangan atau penalaraan hukum yang salah 

dan sangat membingungkan, karena seluruh alasan hakim dalam putusannya 

sangatlah kontroversi, dan jelas menyalahi hukum acara peradilan agama. Seperti 

gugatan tidak sesuai dengan kewenangan pengadilan agama atau cacat formil, 

gugatan salah dalam menentukan subjek hukum atau error in persona, dan 

gugatan kabur atau obscur libel. Selain itu, kuasa hukum juga kurang profesional 

karena banyak yang tidak sesuai aturan dalam surat gugatan penggugat. 



  

ii 

 

 

 

   

  



    

 iii   

    

  



    

 iv   

    

  

  



    

 v   

    

 



    

 vi   

    

 

MOTTO 

ا 
َ
كَ ل ِّ

ا وَرَب 
َ
نُوْنَ فَل يْْٓ  يُؤْمِّ دُوْا فِّ ا يَجِّ

َ
يْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُم َ ل مُوْكَ فِّ ِّ

 
ك ى يُحَ حَت ّٰ

يْمًا  سْلِّ
مُوْا تَ ِّ

 
ا قَضَيْتَ وَيُسَل م َ مْ حَرَجًا م ِّ هِّ نْفُسِّ

َ
 ا

Maka Demi Tuhanmu, mereka tidak beriman hingga menjadikan kamu hakim 

(Nabi Muhammad) dalam perkara yang diperselisihkan di antara mereka. 

Kemudian, tidak ada keberatan dalam diri mereka terhadap putusan yang engkau 

Berikan dan mereka terima dengan sepenuhnya. (QS. Surat An-Nisa: 65)1 

 

  

                                                      
1 Ma‟had Yambu‟ul Qur‟an, Al-Qur’an Al-Quddus. Kudus: CV.Mubarokatan Thoyyibah, 

2014, 88. 
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PEDOMAN LITERASI 

1. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman 

transliterasi berdasarkan buku pedoman penulisan Skripsi Fakultas Syari’ah 

IAIN Ponorogo 2022 sebagai berikut: 

Arab Ind. Arab Ind. Arab Ind Arab  Ind. 

 K ك D ض D د ‘ ء

 L ل T ط Dh ذ b ب

 M م Z ظ R ر t ت

 N ن ‘ ع Z ز th ث

 H ه gh غ S س j ج

 W و F  ف Sh ش h ح

 Y ي Q ق S ص kh خ

 

2. Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang caranya dengan menuliskan coretan 

horizontal di atas huruf �̅�, 𝑖,̅ dan �̅�. 

3. Bunyi hidup double (diftong) Arab di transliterasikan dengan menggabung dua 

huruf “ay” dan “aw” 

Contoh: Bayna, ‘layhim, qawl, mawd�̅�’ah 

4. Istilah (technical terms) dalam bahasa asing yang belum terserap menjadi 

bahasa baku Indonesia harus dicetak miring. 

5. Bunyi huruf hidup akhir sebuah kata tidak dinyatakan dalam transliterasi. 

Transliterasi  hanya berlaku pada huruf konsonan akhir. 

Contoh: Ibn Taym𝑖y̅ah bukan Ibnu Taymiy̅ah. Inna al-d𝑖n̅ ‘inda All�̅�h al-Isl�̅�m 
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bukan Inna al-d𝑖n̅a ‘inda All�̅�hi al-Isl�̅�mu....Fahuwa w�̅�jib bukan Fahuwa 

w�̅�jibu dan bukan pula Fahuwa w�̅�jibun.  

6. Kata yang berakhir dengan ta’ marbutah dan berkedudukan sebagai sifat na’at 

dan idafah ditransliterasikan dengan “ah”. Sedangkan mudaf ditransliterasikan 

dengan “at”. 

Contoh:  

Na’at dan Mud�̅�f ilayh: Sunnah sayyi’ah, al-Maktabah al-Misriyah. 

Mud�̅�f: Matba’at al-‘Ammah. 

7. Kata yang berakhiran dengan ya’ mushaddadah (ya’ ber-tashdid) ditranslasikan 

dengan i. jika I diikuti dengan ta’marbutah maka transliterasinya adalah iyah. 

Jika ya’ber-tashdid berada di tengah kata ditransliterasikan dengan yy. 

Contoh:  

Al- Ghaza̅li,̅ al-Nawawi ̅

Ibn Taymiy̅ah. Al-Jawz𝑖y̅ah. 

Sayyid, mu’ayyid, muqayyid. 
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BAB I 

 PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam perkara waris Islam, apabila terjadi suatu konflik maka 

penyelesaian yang harus dilakukan adalah di pengadilan Agama. Untuk 

menghindari konflik akibat kesalah pahaman dalam proses pembagian harta 

warisan dan untuk menetapkan secara adil kepada yang berhak menerima harta 

warisan tersebut. Dalam Al-Qur’an sudah disebutkan di surat Al-Baqarah ayat 

180, sebagai berikut: 

وَالِّدَيْنِّ 
ْ
ل ةُ لِّ ي َ وَصِّ

ْ
ال
ۨ
نْ تَرَكَ خَيْرًاۖ   مَوْتُ اِّ

ْ
مُ ال

ُ
حَدَك

َ
ذَا حَضَرَ ا مْ اِّ

ُ
يْك

َ
بَ عَل تِّ

ُ
ك

يْنَ  قِّ
مُت َ
ْ
ى ال

َ
ا عَل

ِۚ حَق ً مَعْرُوْفِّ
ْ
ال يْنَ بِّ قْرَبِّ

َ
ا
ْ
 ۗ   وَال

   Artinya : Diwajibkan kepadamu, apabila seseorang di antara kamu 

didatangi (tanda-tanda) maut sedang dia meninggalkan kebaikan (harta yang 

banyak), berwasiat kepada kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang 

patut (sebagai) kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.2 

Dasar hukum Islam yang dijadikan pijakan oleh hakim pengadilan 

Agama yaitu dengan dikeluarkannya Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang 

diatur dalam Inpres No. 1 Tahun 1991. Lahirnya KHI, merupakan  salah satu 

bentuk untuk membantu lancarnya persidangan di Pengadilan Agama. 

Sedangkan, eksistensi Pengadilan Agama yang diakui dengan hadirnya 

Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah 

                                                      
2 Ma‟had Yambu‟ul Qur‟an, Al-Qur’an Al-Quddus. Kudus: CV.Mubarokatan Thoyyibah, 

2014, 12. 

 



 

2 

 

 

 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua 

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.3 

Apabila ada ketidak jelasan dari gugatan yang diajukan berdasarkan 

alasan-alasan diatas, maka pengadilan berhak untuk tidak menerima gugatan 

tersebut. Konsekuensi hukumnya adalah perkara tidak dapat diterima dan harus 

membuat gugatan baru. Jika ingin perkara tersebut diperiksa oleh 

pengadilan, maka gugatan harus diperbarui, dan dilengkapi sesuai aturan yang 

sudah ada di pengadilan. Biasanya gugatan tidak dapat diterima, karena posita 

dan petitum dalam gugatan tidak saling mendukung atau dalil gugatannya 

kontradiksi, termasuk obyek yang disengketakan tidak jelas apa jenisnya, dan 

kurang lengkapnya para pihak dapat mengakibatkan tidak diterimanya gugatan 

tersebut. Jadi intinya, apabila gugatan tidak memenuhi syarat formil dan  

materilnya, maka pengadilan akan menolak gugatan tersebut. 

Dalam penelitian ini, penulis mengangkat perkara gugatan waris 

(Nomor: 1133/Pdt.G/2020/Pa.Pct) antara penggugat dan tergugat yang 

bersengketa masalah  tanah waris sejak tahun 2018. Pada tanggal 26 November 

2020 penggugat secara resmi melayangkan surat gugatan ke panitera pengadilan 

agama Pacitan oleh kuasa hukum penggugat. Maka berdasarkan Pasal 49 ayat 

(1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan           

                                                      
3 Sudirman, Hukum Acara Peradilan Agama, (Sulawesi Selatan: IAIN Parepare Nusantara 

Press, 2021), 24.    
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Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam 

Pengadilan Agama Pacitan berwenang memeriksa, mengadili dan memutus 

perkara ini.4 

Majelis hakim bertugas menerima perkara artinya hakim tidak boleh  

menolak perkara dengan alasan tidak atau belum ada hukumnya, memeriksa 

artinya hakim mengkonstatir atau memberikan kesempatan kepada para pihak 

berperkara seluas-luasnya untuk mengajukan bukti-bukti akan kebenaran dalil        

atau alasan yang dikemukakannya di dalam isi surat gugatan. Sebaliknya  kepada 

lawannya juga diberikan kesempatan yang sama untuk membuktikan kebenaran 

sanggahannya, apabila dia menolak dalil atau alasan penggugat dalam surat 

gugatan tersebut. Sementara, jika hakim telah menemukan fakta atau kebenaran 

dalam surat gugatan, maka hakim harus menerapkan hukum atas fakta tersebut, 

dan  kesimpulan hakim dalam memutus perkara harus didasarkan pada alat 

bukti yang sesuai dengan undang-undang. Selain itu, dengan alat bukti tersebut 

masing-masing pihak berusaha membuktikan dalil-dalilnya atau pendiriannya 

yang dikemukakan kepada hakim, yang mana diwajibkan memutus perkara 

mereka.5 

Adapun yang melatar belakangi perkara ini mulanya ada sebuah tanah 

atau persil yang merasa dimiliki oleh pihak penggugat dan keluarganya. Persil 

tersebut adalah warisan dari ayah penggugat yang meninggal sejak tahun 2016. 

                                                      
4 M. Khoirul rofiq, Hukum Acara Peradilan Agama, (Semarang: Rafi Sarana Perkasa, 2022), 

20. 

5 Bahder Johan Nasution, Hukum Acara Peradilan Agama (Bandung: Tarsito, 1992), 74. 
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Awalnya persil tersebut milik adik sang ayah yang bernama parno dengan nomor 

persil  818 tertanggal 19 september 1959. Pada tahun 1974 persil itu diberikan 

parno karena dia merantau ke pulau Sumatra. Akhirnya setelah itu, persil 

tersebut secara tidak langsung berpindah ke tangan ayah penggugat, dan 

semenjak itu persil tersebut di tanami polowijo seperti jagung, kacang, kedelai 

dll, oleh ayah penggugat sampai digantikan anak penggugat. 

Pada tahun 1972 sampai tahun 1980, ayah penggugat pernah menjabat 

sebagai kepala dusun di tempat tinggal ayah penggugat. Saat menjabat, ayah 

penggugat beserta masyarakat dusun berencana mendirikan balai dusun di tanah 

tersebut. Akan tetapi, karena ada musibah angin puting beliung, rencana tersebut 

akhirnya di gagalkan. Sejak tahun 2005 dengan izin dari sang ayah, penggugat 

V berencana melanjutkan menggarap tanaman polowijo yang sudah sejak dulu 

ditanami oleh ayah penggugat. Selain itu juga mendirikan sebuah rumah di tanah 

tersebut.  

Pada tahun 2012, dengan adanya program pemerintah Bantuan 

Stimulasi Rumah Swadaya (BSRS), penggugat V mendirikan sebuah rumah baru 

di dekat rumah yang lama dengan syarat tanah yang dipakai harus jelas surat-

suratnya. Karena rumah yang lama tidak di tempati oleh penggugat V, akhirnya 

rumah tersebut di tempati oleh pengggugat IV yang digunakan untuk berjualan 

es dawet.  

Permasalahan ini timbul sejak tahun 2018, bahwa pihak tergugat I 

secara sengaja memerintahkan anak buahnya yaitu kasun dusun kaliogan dan 

masyarakat untuk merusak tanaman polowijo yang di taman oleh penggugat dan 
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meratakannya dengan tanah. Dan pada tahun 2019 tanpa izin pihak penggugat, 

tergugat I memerintahkan untuk mendirikan rumah polindes atau rumah 

kesehatan desa dengan ukuran rumah panjang 12,20 M dan lebar 8 M dan 

ditempati oleh tergugat III dan tergugat  IV. karena penggugat merasa hak milik 

nya dari ayah penggugat telah di ambil secara tidak sah, penggugat melayangkan 

gugatan Nomor : 1133/Pdt.G/2020/Pa.Pct di Pengadilan Agama Pacitan 

tertanggal 26 November 2020. 

Dalam gugatannya, pertama penggugat meminta pengadilan agama 

Pacitan untuk menjadikan penggugat sebagai ahli waris yang sah dari pewaris. 

Karena perkara diatas yang di sengketakan penggugat belum sepenuhnya sah 

menjadi milik penggugat. Hanya terdapat beberapa dalil-dalil yang 

membuktikan bahwasanya penggugat adalah anak yang sah dari pihak pewaris. 

Kedua, penggugat meminta majelis hakim untuk memutus perkara ini dengan 

seadil-adilnya. 

Sementara itu, mulai dari isi, posita, maupun petitum gugatan 

penggugat banyak membahas tentang sengketa tanah. Sedangkan,  antara 

penggugat dan tergugat tidak ada hubungan darah, nasab, maupun kerabat. Akan 

tetapi majelis hakim memiliki pertimbangan sendiri untuk tetap melanjutkan 

perkara ini ketahap persidangan, meskipun tidak disangka-sangka bahwa 

persidangan antara penggugat dan tergugat telah berjalan sebanyak 18 kali 

persidangan, dengan agenda sesuai dengan runtutan persidangan yang ada di 

Pengadilan Agama. 

Selanjutnya, dalam persidangan majelis hakim telah meminta para 
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pihak untuk membuktikan gugatannya, dengan dalil-dalil yang disiapkan oleh 

masing-masing para pihak yang berperkara. Meskipun putusan akhir majelis 

hakim menolak seluruh dalil gugatan penggugat, dan membebankan seluruh 

biaya panjar kepada penggugat. 

Dalam putusan akhir tersebut, penggugat merasa belum terima, karena 

menurut penggugat putusan ini tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh pihak 

penggugat. Akhirnya penggugat mengajukan banding di Pengadilan Tinggi 

Agama Jawa Timur, dan putusanya tidak diterima.  

Adapun kronologis diatas melatarbekangi mengapa penulis tertarik 

menungkannya dalam sebuah karya ilmiah skripsi yang berjudul “Analisis 

Hukum Acara Peradilan Terhadap Putusan Nomor: 

1133/Pdt.G/2020/Pa.Pct Dalam Perkara Gugatan Waris  Di Pengadilan 

Agama Pacitan”.  

B. Rumusan Masalah  

Dengan melihat latar belakang yang telah diuraikan di atas. Maka dapat 

dirumuskan pokok masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana analisis hukum Acara Peradilan Terhadap ditolaknya gugatan 

waris dalam putusan Nomor: 1133/Pdt.G/2020/Pa.Pct di Pengadilan Agama 

Pacitan?  

2. Bagaimana analisis hukum acara peradilan terhadap dasar pertimbangan 

hakim melanjutkan persidangan perkara gugatan waris putusan Nomor: 

1133/Pdt.G/2020/Pa.Pct di Pengadilan Agama Pacitan? 
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C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari pembahasan yang hendak dilakukan dalam skripsi 

ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui hukum Acara Peradilan Terhadap ditolaknya gugatan 

waris dalam putusan Nomor: 1133/Pdt.G/2020/PA.Pct di Pengadilan Agama 

Pacitan? 

2. Untuk mengetahui analisis hukum acara peradilan terhadap dasar 

pertimbangan hakim melanjutkan persidangan perkara gugatan waris dalam 

putusan :1133/Pdt.G/2020/Pa.Pct di Pengadilan Agama Pacitan? 

D. Manfaat Penelitian 

Dalam setiap penelitian yang didasari dengan analisa dan ketekunan 

yang tinggi akan mendatangkan manfaat dan kegunaan. Adapun manfaat dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Kajian penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam 

rangka memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, dan dapat menjadi bahan 

referensi ataupun bahan diskusi bagi mahasiswa Fakultas Syariah khususnya 

jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah), maupun masyarakat 

serta berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan 

hukum acara perdata khususnya dalam lingkup hukum pembuktian . 

2. Manfaat Praktis 

Kajian dalam penelitian ini tentu akan dijadikan sebuah refrensi untuk 

instansi luar, khususnya wilayah Pengadilan Agama, praktisi hukum maupun 
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masyarakat umum. 

E. Telaah Pustaka 

Dalam pengkajian pustaka penulis telah mengadakan review 

literatur skripsi terdahulu, diantaranya adalah: 

Pertama skripsi oleh Moh. Alimin, 2013, Universitas Islam Negeri 

Sunan Ampel Surabaya, dengan judul Analisis Yuridis Terhadap Gugatan Tidak 

Diterima Dalam Perkara Waris Yang Terjadi Di Pengadilan Agama Gresik 

(Putusan Nomor : 0213/Pdt.G/2011/PA.Gs). Rumusan masalah dalam penelitian 

tersebut adalah: (1) mengapa sampai adanya suatu gugatan tidak diterima dalam 

perkara waris di Pengadilan Agama Gresik Nomor: 0213/Pdt.G/2011/Pa.Gs, (2) 

apa yang menjadi alasan bagi hakim tidak menerima suatu gugatan dalam 

perkara waris yang terjadi di Pengadilan Agama Gresik putusan Nomor: 

0213/Pdt.G/2011/Pa.Gs, dan (3) bagaimana analisis hukum islam terhadap 

gugatan yang tidak diterima dalam perkara waris yang terjadi di Pengadilan 

Agama Gresik pada putusan Nomor: 0213/Pdt.G/2011/Pa.Gs. Sedangkan 

metode dalam penelitian tersebut adalah Field researh (Penelitian Lapangan), 

selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis dengan 

pola pikir deduktif untuk memperjelas kesimpulannya. Teori yang digunakan 

dalam penelitian tersebut adalah teori hukum Islam dan interprestasi hakim.  

Dalam penelitian tersebut disimpulkan bahwa putusan Nomor: 

0213/Pdt.G/2011/PA.Gs) mengenai gugatan waris yang tidak diterima oleh hakim 

karena diangap sebagai gugatan eror in persona sehingga akibatnya adalah 

gugatan yang tidak dapat di terima. Karena pada isi gugatannya isteri dari 
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pewaris tersebut dimasukkan sebagai pihak penggugat, sehingga mengakibatkan 

gugatan para penggugat mengandung cacat formil obscure libels. Akibat dari 

kesalahan penarikan seorang isteri dilibatkan sebagai penggugat maka sesuai 

dengan Hukum Acara Peradilan Agama ketika adanya suatu gugatan cacat 

formil yang harus dilakukan adalah tidak mengabulkan serta tidak menerima 

gugatan yang diajukan para pengugat.6 

Perbedaan penelitian diatas dengan penelitian ini terletak pada fokus 

penelitian dan teori yang digunakan  sebagai pisau analisis. Fokus penelitian 

diatas adalah pengajuan perkara yang tidak diterima di Pengadilan Agama 

Kabupaten Gresik dan pertimbangan hakim dalam putusan Nomor : 

0213/Pdt.G/2011/Pa.Gs. Sedangkan  peneliti ini berfokus pada unsur-unsur 

ditolaknya putusan Nomor: 1133/Pdt.G/2020/Pa.Pct berdasarkan Hukum Acara 

Peradilan dan pertimbangan hakim. Perbedaan selanjutnya pada teori penelitian. 

Penelitian diatas menggunakan teori hukum Islam dan interprestasi hakim, 

sedangkan penelitian ini menggunakan teori hukum Acara Peradilan Agama. 

Kedua skripsi oleh Nur Avik, 2015, Universitas Islam Negeri Maulana 

Malik Ibrahim Malang. Dengan judul penelitian Studi Gugatan Waris Yang 

Diputus Niet Ontvankelijke Verklaarg Di Pengadilan Agama Gresik (Perkara 

Nomor: 0963/Pdt.G /2010/Pa.Gs Dan Nomor: 1388/Pdt.G/2010/Pa.Gs). 

Rumusan masalah dalam penelitian tersebut adalah: (1) Mengapa hakim 

                                                      
6 Moh. Alimin, 2013, UIN Sunan Ampel Surabaya, dengan judul analisis yuridis terhadap 

gugatan tidak diterima dalam perkara waris yang terjadi di pengadilan agama gresik (putusan 

nomor : 0213/pdt.g/2011/pa.gs), Skripsi (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2013), 78. 
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Pengadilan Agama Gresik memutus perkara waris Nomor: 

0963/Pdt.G/2010/Pa.Gs dan Nomor: 1388/Pdt.G/2010/Pa.Gs dengan putusan 

Niet Ontvankelijke Verklaard, (2) Bagaimana kajian HIR/R.Bg/Rv terhadap 

putusan Niet Ontvankelijke Verklaard oleh Hakim Pengadilan Agama Gresik 

dalam perkara waris Nomor: 0963/Pdt.G/2010/Pa.Gs dan Nomor: 

1388/Pdt.G/2010/Pa.Gs. Metode dalam penelitian tersebut adalah metode 

kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Teori dalam penelitian tersebut 

adalah hukum waris, pertimbangan, dan gugatan tidak diterima atau Neit 

Ontvankelijke Verklaard. Dalam penelitian tersebut disimpulkan bahwa putusan 

perkara Nomor: 0963/Pdt.G/2010/Pa.Gs dan putusan Nomor: 

1388/Pdt.G/2010/Pa.Gs berdasarkan keterangan beberapa hakim tidak diterima 

nya karena gugatanya kabur atau obscur libel. Hakim memutus perkara Nomor: 

0963/Pdt.G/2010/Pa.Gs gugatan waris dengan putusan Niet Ontvankelijke 

Verklaarg tersebut karena tidak menyebutkan pernikahan pewaris, inkonsistensi 

tanggal kematian isteri 1 dan 3, kurang jelasnya pokok tuntutan, kurang jelasnya 

siapa yang berhak menjadi ahli waris, tidak jelas obyek waris, tidak jelasnya 

bagian masing-masing, dan adanya kesalahan pada surat kuasa.7 

Perbedaan penelitian diatas dengan penelitian ini terletak pada fokus 

penelitian dan teori yang digunakan  sebagai pisau analisis. Fokus penelitian 

diatas adalah gugatan yang tidak diterima karena gugatan cacat formil atau 

                                                      
7 Nur Avik, Studi Gugatan Waris Yang Diputus Niet Ontvankelijke Verklaarg Di Pengadilan 

Agama Gresik (Perkara Nomor: 0963/Pdt.G /2010/Pa.Gs Dan Nomor: 1388/Pdt.G/2010/Pa.Gs), 

Skripsi (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015), 62. 



11 

   

 

 

 

gugatan kabur atau obscur libel. Sedangkan peneliti ini berfokus pada unsur-

unsur ditolaknya putusan Nomor: 1133/Pdt.G/2020/Pa.Pct berdasarkan Hukum 

Acara Peradilan dan pertimbangan hakim. Perbedaan selanjutnya pada teori 

penelitian. Penelitian diatas menggunakan teori hukum waris, dan gugatan tidak 

diterima atau Neit Ontvankelijke Verklaard, sedangkan penelitian ini 

menggunakan teori pertimbangan hakim. 

Ketiga skripsi oleh Binti Mamluatul Rohmah, Universitas Islam Negeri 

Maulana Malik Ibrahim Malang, 2011. Dengan judul Penelitian Obscuur Libel 

Dalam Gugatan Waris Studi (Perkara Nomor: 1444/Pdt.G/2011/Pa.Mlg). 

Rumusan masalah dalam penelitian tersebut adalah:  (1) Bagaimana tahap 

penemuan hukum oleh majelis hakim dalam memeriksa perkara gugatan waris 

Nomor: No.1444/Pdt.G/2011/PA.Mlg di Pengadilan Agama Malang, (2) 

Bagaimana pertimbangan mengabulkan eksepsi tergugat dalam putusan Nomor: 

1444/Pdt.G/2011/Pa.Mlg di Pengadilan Agama Malang. Metode dalam 

penelitian tersebut adalah metode kualitatif, dengan pendekatan hukum normatif 

dan pendekatan kasus. Teori yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah 

pertimbangan hakim dan gugatan kabur atau obscuur libel. Dalam penelitian 

tersebut disimpulkan bahwa putusan Nomor: 1444/Pdt.G/2011/Pa.Mlg terdapat 

kesalahan dalam penulisan identitas penggugat II dan alamat tergugat I, serta 

posita tidak jelas. Dalam tahap penemuan hukum terhadap perkara Nomor: 

1444/Pdt.G/2011/Pa.Mlg yang gugatannya Obscuur Libel hanya sampai tahap 

kualifikasi, karena pemeriksaan perkara hanya sampai pada replik dan duplik 

sebab terjadi kesalahan formil dalam surat gugatan. Kemudian majelis hakim 
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menggunakan pertimbangan yuridis dalam memeriksa perkara ini. Sebagaimana 

eksepsi yang diajukan para tergugat yang menjelaskan obscuur libel sebab 

terjadi error in persona, karena penggugat II masih berumur enam tahun dan 

tidak berhak untuk menggugat sengketa. Sehingga kedudukan penggugat II 

sebagai subjek hukum harus benar-benar terdiskripsikan secara tekstual dengan 

penyebutan kalimat diwakili oleh ibunya. Sementara dari hal tersebut, majelis 

hakim merasa sudah cukup untuk mengabulkan eksepsi tergugat.8 

Perbedaan penelitian diatas dengan penelitian ini terletak pada fokus 

penelitian dan teori yang digunakan  sebagai pisau analisis. Fokus penelitian 

diatas adalah mengabulkan eksepsi tergugat yang diterima untuk menolak semua 

dalil para penggugat. Sedangkan, penelitian ini berfokus pada  pertimbangan 

majelis hakim dalam melanjutkan persidangan dalam perkara gugatan waris 

yang ditolak. Perbedaan selanjutnya pada teori penelitian. Penelitian diatas 

menggunakan teori pertimbangan hakim dan gugatan kabur(Obscuur Libel) 

sedangkan penelitian ini menggunakan teori hukum Acara Peradilan Agama. 

Keempat skripsi oleh Dewi Fatimah, Institut Agama Islam Negeri 

Ponorogo, 2018. Dengan judul skripsi Analisis Yuridis Perkara Gugatan Waris 

Dalam Putusan Nomor: 341/Pdt.G/2016/Pa.Mn Di Pengadilan Agama Madiun. 

Rumusan masalah dalam penelitian tersebut adalah: (1) Bagaimana analisis 

yuridis perkara gugatan waris dalam putusan Nomor: 341/Pdt.G/2016/Pa.Mn di 

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, dan (2) Bagaimana analisis yuridis 

                                                      
8 Binti Mamluatul Rohmah,. Obscuur Libel Dalam Gugatan Waris Studi (Perkara Nomor: 

1444/Pdt.G/2011/Pa.Mlg), Skripsi (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2011), 70.  
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terhadap konsekuensi penolakan perkara gugatan waris dalam putusan nomor: 

341/Pdt.G/2016/PA.Mn di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun. Metode 

dalam penelitian tersebut adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. 

Teori yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah Hukum Acara Peradilan. 

Dalam penelitian tersebut disimpulkan bahwa perkara putusan Nomor: 

341/Pdt.G/2016/PA.Mn berdasarkan analisis yuridis perkara gugatan waris 

gugatan penggugat tidak dapat diterima karena obscur libel. maka, terhadap 

tidak diterimanya gugatan dalam putusan majelis hakim, maka penggugat 

apabila ingin memperkarakan kembali, maka dia harus mengajukan gugatan 

baru setelah diperbaiki.9 

Perbedaan penelitian diatas dengan penelitian ini terletak pada fokus 

penelitian dan teori yang digunakan  sebagai pisau analisis. Fokus penelitian 

diatas adalah gugatan penggugat yang Obscuur Libel atau Gugatan kabur karena 

tidak jelasnya Pihak Penggugat. Sedangkan fokus penelitian ini terdapat pada 

pertimbangan hakim dalam menolak putusan penggugat. Perbedaan selanjutnya 

pada teori penelitian. Penelitian diatas menggunakan teori Hukum Acara 

Peradilan, sedangkan penelitian ini menggunakan teori interprestasi hakim dan 

pertimbangan hakim. 

Kelima skripsi oleh Dian Alfi Nur, Universitas Islam Negeri Maulana 

Malik Ibrahim, 2013. Dengan judul skripsi Analisis Yuridis Terhadap Penolakan 

                                                      
9 Dewi Fatimah, Analisis Yuridis Perkara Gugatan Waris Dalam Putusan Nomor: 

341/Pdt.G/2016/Pa,Mn Di Pengadilan Agama Madiun, Skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018), 

70.  
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Gugatan Waris Dalam Putusan Pengadilan Agama Jombang Nomor: 

1056/Pdt.G/2010/Pa.Jbg. Rumusan masalah dalam penelitian tersebut adalah: 

(1) Mengapa majelis hakim menolak perkara Nomor: 1056/Pdt.G/2010/Pa.Jbg, 

(2) Bagaimana dasar pertimbangan majelis hakim menolak gugatan waris 

Nomor: 1056/Pdt.G/2010/Pa.Jbg, dan (3) Bagaimana analisis yuridis terhadap 

putusan Pengadilan Agama Jombang tentang penolakan gugatan waris Nomor: 

1056/Pdt.G/2010/Pa.Jbg. Metode dalam Penlitian tersebut adalah kualitatif 

lapangan. Teori yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah waris, dan 

yurisprudensi. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa penolakan 

gugatan waris dalam putusan hakim Pengadilan Agama Jombang Nomor: 

1056/Pdt.G/2010/Pa.Jbg adalah karena sebagian penggugat telah mencabut 

gugatannya yang menyebabkan gugatan cacat formil (plurium litis 

consortium) yakni tidak semua ahli waris turut sebagai pihak dalam perkara. 

Dasar yang digunakan majelis hakim adalah yurisprudensi MA RI No. 621 

K/Sip/1975 tanggal 25 Mei 1977.10 

Perbedaan penelitian diatas dengan penelitian ini terletak pada fokus 

penelitian dan teori yang digunakan  sebagai pisau analisis. Fokus penelitian 

yurisprudensi hakim dalam menolak putusan Nomor: 1056/Pdt.G/2010/Pa.Jbg. 

Sedangkan fokus penelitian ini terdapat pada pertimbangan hakim dalam 

menolak putusan Nomor: 1133/Pdt.G/2020/Pa.Pct. Perbedaan selanjutnya pada 

                                                      
10 Dian Alfi Nur, Uin Maulana Malik Ibrahim, 2013. Dengan judul Skripsi Analisis Yuridis 

Terhadap Penolakan Gugatan Waris Dalam Putusan Pengadilan Agama Jombang Nomor: 

1056/Pdt.G/2010/Pa.Jbg, Skripsi (Malang: Uin Maulana Malik Ibrahim Malang, 2013), 75. 
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teori penelitian. Penelitian diatas menggunakan teori waris, dan yurisprudensi. 

Sedangkan penelitian ini menggunakan teori Pertimbangan hakim, dan Hukum 

Acara Peradilan Agama.  

Sehingga dapat disimpulkan bahwa dari karya-karya tulis di atas, 

menurut sepengetahuan peneliti sudah banyak buku-buku maupun karya tulis 

ilmiah yang membahas tentang gugatan harta warisan dan tentang penolakan 

gugatan secara umum. Akan tetapi belum didapati karya tulis yang secara khusus 

membahas Bagaimana Analisis Hukum Acara Peradilan ditolaknya Gugatan 

Waris Dalam Putusan Nomor 1133/Pdt.G/2020/Pa.Pct di Pengadilan Agama 

Pacitan, dan Bagaimana Dasar Pertimbangan Hakim melanjutkan Persidangan 

Gugatan Waris Dalam Putusan Nomor 1133/Pdt.G/2020/Pa.Pct di Pengadilan 

Agama Pacitan. 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian Field Research 

(Penelitian Lapangan). Dalam hal ini data maupun informasi bersumber dari 

wawancara dengan hakim, panitera dan karyawan Pengadilan Agama  

Pacitan. 

Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah penelitian yang   

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis.11 Pendekatan kualitatif  

                                                      
11 Aji Damanuri, Metodologi Penelitian Muamalah (Ponorogo: STAIN PO Press, 2010), 

23. 
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ini lebih menekankan pada aspek, proses dan makna suatu tindakan yang 

dilihat secara menyeluruh. Pendekatan dalam penelitian ini juga 

menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian tipe penelitian ini 

dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dengan mengkaji bahan-

bahan hukum, melalui bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. 

Peneliti akan menjabarkan, menggambarkan kajian tentang gugatan waris 

yang tidak diterima Nomor : 1133/Pdt.G/2020/Pa.Pct. 

2. Kehadiran Peneliti 

Kehadiran peneliti di lapangan sangatlah penting dan diperlukan secara 

optimal. Peneliti sebagai pencari dan mengumpulkan data merupakan salah 

satu kunci yang secara langsung mengamati, mewawancarai dan 

mengobservasi obyek yang diteliti. 

3. Lokasi Penelitian 

Lokasi yang akan diteliti bertempat di Pengadilan Agama Kabupaten 

Pacitan. Peneliti mengambil lokasi tersebut dikarenakan terdapat perkara 

gugatan waris Nomor: 1133/Pdt.G/2020/Pa.Pct yang di persidangkan dan 

tidak sesuai kewenangan Hukum Acara yang masuk di Pengadilan Agama 

Pacitan . Maka dari itu peneliti ingin mengkaji lebih dalam mengenai akibat 

hukum dan alasan diteriamnya perkara tersebut di Pengadilan Agama 

Pacitan. 
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4. Data dan Sumber Data 

a. Data 

Data adalah suatu sumber informan yang memberikan gambaran 

utama tentang ada tidaknya masalah yang diteliti. Data yang dicari dalam 

penelitian ini berupa jalannya persidangan perkara atau berkas gugatan 

yang berkaitan dengan putusan nomor: 1133/Pdt.G/2020/Pa.Pct di 

Pengadilan Agama Pacitan. 

b. Sumber data 

1) Sumber data primer 

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung 

memberikan data kepada pengumpul data yang diperoleh secara 

langsung oleh peneliti melalui kegiatan observasi, wawancara maupun 

laporan yang kemudian diolah oleh peneliti.12 Dalam hal ini peneliti 

melakukan observasi di Pengadilan Agama Pacitan dan melakukan 

wawancara dengan hakim yang menangani perkara tersebut. Selain itu, 

peneliti juga meminta salinan berkas putusan perkara Nomor: 

1133/Pdt.G/2020/Pa.Pct. 

2) Sumber data sekunder 

Sumber data sekunder adalah sumber data yang memberikan 

penjelasan mengenai data primer yang terdiri dari literatur yang 

berkaitan dengan hukum Acara Peradilan Agama, kewenangan absolut 

                                                      
12 Zuchri Abdussamad, Metode Penelitian Kualitatif, (Makassar: CV. Syakir Media Press, 

2021), 142. 
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dan kewenangan relatif peradilan, dan pertimbangan hukum oleh 

hakim. 

5. Teknik Pengumpulan data 

a. Teknik Wawancara 

Wawancara adalah setiap interaksi orang-per-orang di antara dua 

atau lebih individu dengan tujuan untuk mendapatkan informasi dari orang 

atau masyarakat yang dapat memperoleh informasi melalui berbagai 

bentuk interaksi.13 Pengumpulan data yang dilakukan dengan Tanya jawab 

sepihak yang dilaksanakan sesuai dengan tujuan penelitian ini. Dalam hal 

ini wawancara dilakukan dengan para hakim, panitera dan karyawan 

Pengadilan Agama Pacitan yang berkaitan dengan putusan tersebut. 

b. Teknik Dokumentasi 

Dokumentasi adalah rekaman peristiwa yang lebih dekat dengan 

percakapan, menyangkut persoalan pribadi, dan memerlukan interpretasi 

yang berhubungan sangat dekat dengan konteks rekaman peristiwa 

tersebut atau melalui berkas yang ada. Dokumentasi yang diteliti dalam 

penelitian ini adalah putusan Pengadilan Agama Pacitan Nomor: 

1133/Pdt.G/2020/Pa.Pct. 

 

 

                                                      
13 Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Kualitatif (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 

2012), 142. 
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6. Analisis Data 

Adapun metode yang dipakai dalam menganalisis data menggunakan 

metode deskriptif analisis. Dengan kata lain metode deskriptif adalah 

memberikan gambaran yang jelas dan akurat tentang material atau fenomena 

yang diselidiki, yakni metode analisis data yang proses kerjanya meliputi 

penyusunan dan penafsiran data atau menguraikan secara sistematis sebuah 

konsep atau hubungan antar konsep. Sebagaimana hasil penelitian yang 

dilakukan di Pengadilan Agama Pacitan, yaitu dengan mengumpulkan data 

yang telah didapatkan dari hasil penelitian di Pengadilan Agama Pacitan. 

Kemudian dianalisis dengan teori dan konsep yang ada sehingga terlihatlah 

akibat dari permasalahan subjek penelitian. 

7. Pengecekan Keabsahan Data 

Adapun dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua teknik 

keabsahan data, yaitu triangulasi dan menggunakan bahan referensi. 

Triangulasi merupakan pengecekan data dari berbagai sumber dengan 

berbagai cara dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi 

sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan triangulasi waktu. 

Sedangkan dalam teknik menggunakan bahan referensi disini adalah adanya 

alat pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti, 

seperti dokumen autentik. 
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G. Sistematika Pembahasan 

Agar lebih mudah dalam pembahasan skripsi ini, maka penulis akan 

membagi menjadi lima bab dan setiap bab terdiri dari sub-sub bab dengan 

susunan sebagai berikut: 

Bab pertama pendahuluan, merupakan pola dasar yang memberikan 

gambaran umum dari seluruh isi skripsi ini, yang meliputi latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, 

metode penelitian, dan sistematika pembahasan. 

Bab kedua, memaparkan tentang landasan teori yang digunakan penulis  

untuk menganalisis permasalahan-permasalahan pada bab ketiga. Landasan teori 

yang digunakan adalah mengenai peradilan agama, tugas hakim, gugatan, 

pembuktian, saksi, putusan. 

Bab ketiga, berisi tentang deskripsi hasil penelitian yang meliputi 

keberadaan Pengadilan Agama Kabupaten Pacitan yang meliputi: Gambaran 

Pengadilan Agama Pacitan, kewenangan Pengadilan Agama Kabupaten Pacitan, 

memaparkan deskripsi perkara gugatan waris yang ditolak di pengadilan agama 

Pacitan dalam putusan Nomor: 1133/Pdt.G/2020/Pa.Pct, dan pertimbangan 

menolak perkara gugatan waris perkara putusan Nomor: 

1133/Pdt.G/2020/Pa.Pct.  

 Bab keempat memaparkan tentang analisis hukum acara peradilan 

terhadap ditolaknya gugatan waris dalam putusan Nomor 

1133/Pdt.G/2020/Pa.Pct, dan analisis hukum acara peradilan terhadap dasar 

pertimbangan hakim melanjutkan persidangan  perkara gugatan waris dalam 
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putusan Nomor 1133/Pdt.G/2020/Pa.Pct di Pengadilan Agama Pacitan. 

Bab kelima, merupakan jawaban dari rumusan masalah yang 

memaparkan kesimpulan serta saran atau rekomendasi yang dipandang perlu. 
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  BAB II  

 TINJAUAN HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA  

DAN PERTIMBANGAN HAKIM 

A. Hukum Acara Peradilan Agama 

1. Pengertian Hukum Acara Peradilan Agama 

Pelradi llan Agama adalah Pelradi llan Ilslam di l Ilndonelsi la, yang 

welwelnangnya melmelri lksa melmutuskan dan melnye llelsai lkan pelrkara-pelrkara 

di l tilngkat pelrtama antara orang-orang yang belragama i lslam. Dalam Undang-

undang Nomor 7 Tahun 1989 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, telntang 

Pelrubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, selrta Pelrubahan 

kelduanya dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telntang 

kelwelnangan Pelradi llan Agama yakni l melnyangkut pelrkara-pelrkara: 

Pelrkawi lnan, Wari ls, Wasi lat, Hi lbah, Wakaf, Zakat, Ilnfaq, Shadaqah, Elkonomi l 

Syari l'ah.14 Adapun hukum acara pelradi llan melmi lli lki l fungsi l selbagai l belri lkut: 

a. Fungsi l Melngadi lli l atau judi lci lal powelr, yai ltu melmelri lksa dan melngadi llil 

pelrkara-pelrkara yang melnjadi l kelwelnangan pelngadi llan agama di l wi llayah 

hokum masi lng-masi lng ; (vi ldel: Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

1989 jo. Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006). 

b. Fungsi l Pelngawasan, yai ltu melngadakan pelngawasan atas pellaksanaan 

tugas dan ti lngkah laku Haki lm, Pani ltelra / Selkreltari ls, dan selluruh jajarannya 

(vi ldel: Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang- 

                                                      
14 Sudirman, Hukum Acara Peradilan Agama, (Sulawesi Selatan: IAIN Parepare Nusantara 

Press, 2021), 26. 
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c. Undang Nomor 3 Tahun 2006), selrta telrhadap pellaksanaan admi lni lstrasi l  

umum. (vi ldel: Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2004 telntang Kelkuasaan 

Kelhaki lman). 

d. Fungsi l Pelmbi lnaan, yai ltu melmbelri lkan pelngarahan, bi lmbi lngan dan 

peltunjuk kelpada jajarannya, bai lk yang melnyangkut tugas telkni ls yudi lsi lal, 

admi lni lstrasi l pelradi llan maupun admi lni lstrasi l umum. (vi ldel: Pasal 53 ayat (3) 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 

Tahun 2006). 

e. Fungsi l Admi lni lstrati lf, yai ltu melmbelri lkan pellayanan admi lni lstrasi l 

kelpani ltelraan bagi l pelrkara ti lngkat pelrtama selrta pelnyi ltaan dan elkselkusi l, 

pelrkara bandi lng, kasasi l dan pelni lnjauan kelmbali l selrta admi lni lstrasil 

pelradi llan lai lnnya. Dan melmbelri lkan pellayanan admi lnilstrasi l umum kelpada 

selmua unsur di l li lngkungan Pelngadi llan Agama (Bi ldang Kelpelgawai lan, 

Bi ldang Keluangan dan Bi ldang Umum). 

f. Fungsi l Naselhat, yai ltu melmbelri lkan keltelrangan, pelrti lmbangan dan naselhat 

telntang hukum Ilslam pada i lnstansi l pelmelri lntah di l willayah hukumnya, 

apabi lla di lmi lnta selbagai lmana di latur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 telntang Pelradi llan Agama. 

g. Fungsi l lai lnnya, yai ltu pellayanan telrhadap pelnyuluhan hukum, ri lselt dan 

pelnelli lti lan selrta lai ln selbagai lnya, selpelrti l di latur dalam Kelputusan Keltua 

Mahkamah Agung RIl. Nomor: KMA/004/SK/IlIl/1991.15 

 

                                                      
15 Ibid.  
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2. Gugatan Dalam Hukum Acara Pelradi llan  

Melnurut Sudi lkno Melrtokusumo gugatan adalah tuntutan pelrdata 

(burgelrli ljkel vordelri lng) telntang hak yang melngandung selngkelta delngan pi lhak 

lai ln. Seldangkan melnurut Yahya Harahap, gugatan pelrdata adalah gugatan 

contelnti losa16 yang melngandung selngkelta di l antara pi lhak yang belrpelrkara 

yang pelmelri lksaan pelnyellelsai lannya di lbelri lkan dan di lajukan kelpada 

pelngadi llan delngan posi lsi l para pi lhak: 

a. Yang melngajukan pelnye llelsai lan selngkelta di lselbut dan belrti lndak selbagai l 

pelnggugat. 

b. Seldangkan yang di ltari lk selbagai l pi lhak lawan dalam pelnye llelsai lan, di lselbut 

dan belrkeldudukan selbagai l telrgugat. 

c. Pelrmasalahan hukum yang di lajukan kel pelngadi llan melngandung selngkelta. 

d. Selngkelta telrjadi l di l antara para pi lhak, pali lng kurang di l antaradua pi lhak. 

e. Gugatan pelrdata belrsi lfat partai l (party), delngan komposi lsil, pi lhak yang satu 

belrti lndak dan belrkeldudukan selbagai l pelnggugat dan pi lhak yang lai ln, 

belrkeldudukan selbagai l telrgugat.17 

Dalam Hukum Acara Pelradi llan Agama, i lsti llah yang di lgunakan adalah 

gugatan pelrdata atau gugatan saja, di lantaranya keltelntuan Pasal 118 ayat (1) 

dan Pasal 120 HIlR melnggunakan i lsti llah gugatan pelrdata. Gugatan yang 

di lajukan mellalui l kuasa hukum, delngan surat kuasa khusus. Pelngadi llan 

                                                      
16 Gugatan perdata adalah gugatan contentiosa, artinya sengketa harta benda antara seorang 

dengan orang lain, yakni pihak yang merasa hak-haknya dirugikan. 

17 Marta Eri Safira, Hukum Acara perdata, (Ponorogo: CV. Senyum Indonesia, 2017), 25. 
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belrwelnang melmelri lntahkan pelmbelri l kuasa yang harus melmelnuhi l syarat yang 

di lgari lskan pada pasal 123 HIlR jo. SElMA Nomor 1 Tahun SElMA Nomor 4 

Tahun 1996.18 Delmi lki lan juga pada Pasal 1 Rv melnye lbutkan i lsti llah gugatan, 

namun ji lka pasal i ltu di lbaca kelselluruhan, yang di lmaksud delngan gugatan 

adalah gugatan pelrdata. 

3. Belntuk Gugatan Pelradi llan Agama 

Belntuk gugatan yang di latur dalam pelrundang-undangan, selbagai l 

belri lkut: 

a. Belntuk li lsan  

Belntuk gugatan li lsan, di latur dalam Pasal 120 HIlR (Pasal 144 RBg) 

yang melnelgaskan: Bi llamana pelnggugat buta huruf maka surat 

gugatannya dapat di lmasukkan delngan li lsan kelpada Keltua Pelngadi llan, 

yang melncatat gugatan i ltu atau melnyuruh melncatatnya. Keltelntuan i lni l 

sangat belrmanfaat melmbantu masyarakat buta huruf yang ti ldak mampu 

melmbuat dan melmformulilrkan gugatan telrtuli ls. Pelngajuan atau 

pelmasukan gugatan selcara li lsan, di lsampai lkan selndi lri l olelh pelnggugat. 

Ti ldak bolelh di lwaki llkan olelh kuasa atau pelngacara yang di ltunjuknya.19 

b. Belntuk telrtuli ls 

Gugatan yang pali lng di lutamakan adalah gugatan dalam belntuk 

telrtuli ls. Hal i lni l diljellaskan dalam Pasal 118 ayat (1) HIlR (Pasal 142 RBg). 

                                                      
18 M. Anshary, Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama Dan Mahkamah Syar‟iyah, 

(Bandung: CV. Mandar Maju, 2017), 19. 

19 Ibid. 
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Melnurut pasal i lni l, gugatan pelrdata harus di lmasukkan kelpada Pelngadi llan 

delngan surat pelrmi lntaan yang di ltandangani l olelh pelnggugat atau kuasanya. 

Dari l pelnjellasan telrselbut, surat gugatan i lalah suatu surat yang 

di lajukan olelh pelnggugat kelpada Keltua Pelngadi llan yang belrwelnang, yang 

melmuat tuntutan hak yang di ldalamnya melngandung suatu selngkelta dan 

selkali lgus melrupakan dasar landasan pelmelri lksaan pelrkara dan pelmbukti lan 

kelbelnaran suatu hak. 

4. Formulasi l Gugatan 

Pelrumusan (formulati lon) surat gugatan yang di langgap melmelnuhi l 

syarat melnurut keltelntuan hukum dan pelraturan pelrundang-undangan yang 

belrlaku selsuai l delngan Pasal 8 ayat 3 Rv.20 Dilurai lkan selcara ri lnci l yang harus 

di lrumuskan dalam surat gugatan, yai ltu: 

a. Di ltujukan (Di lalamatkan) Kelpada Pelngadi llan Selsuai l  Delngan Kompeltelnsi l 

Rellati lf 

b. Di lbelri l Tanggal 

c. Di ltandatangani l Pelnggugat atau Kuasa 

d. Ildelnti ltas pi lhak-pi lhak, melli lputil: 

1) Nama lelngkap, telrmasuk gellar, bi ln/bi lnti l 

2) Alamat 

3) Umur 

4) Pelkelrjaan 

5) Agama 

                                                      
20 Marta Eri Safira, Hukum Acara perdata, 15. 
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el. Posi lta atau dali ll gugatan (Fundamelntum Peltelndi l) 

Untuk melnghi lndari l telrjadi lnya gugatan yang kabur atau obscuur li lbell 

harus melmelnuhi l syarat, selbagai l belri lkut: 

1) Dasar hukum (Relchtelli ljkel Grond), melnjellaskan  hubungan hukum yang 

belrkai ltan delngan matelri l atau objelk yang di lselngkeltakan. 

2) Dasar fakta (Feli ltelli ljkel Grond), melnjellaskan melngelnai l fakta atau 

pelri lsti lwa yang belrkai ltan langsung delngan matelri l atau objelk pelrkara 

delngan dasar hukum yang di ldali llkan.21  

Dalam pelrumusan Fundamelntum Peltelndi l atau dali ll gugatan ada dua 

telori l melngelnai l posi lta, yai ltu: 

1) Substantilelri lngs Thelori lel, telori l i lni l dalam surat gugatan harus di lselbutkan 

keljadi lan-keljadi lan nyata yang melndahului l pelri lstilwa hukum yang 

melnjadi l dasar gugatan dan yang melnjadi l pelnyelbab ti lmbulnya pelri lsti lwa 

i ltu. 

2) Ilndi lvi lduali lselri lngs Thelori lel, telori l i lni l keljadi lan-keljadi lan yang di lselbutkan 

dalm surat gugatan cukup delngan hanya melnunjukan adanya hubungan 

hukum yang melnjadi l dasar tuntutan.22 

f. Pelti ltum Gugatan 

Supaya gugatan ti ldak melngandung cacat formi ll, maka harus 

melncantumkan pokok tuntutan yang belri lsi l delskri lpsi l yang jellas.23 Pelti ltum 

                                                      
21M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian 

dan Putusan Pengadilan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 60. 

22 M. Anshary, Hukum Acara Perdata, 25. 

23 M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, 66. 
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harus di lrumuskan delngan jellas dan telgas. Pelti ltum yang ti ldak jellas dan telgas, 

dapat belraki lbat gugatan ti ldak dapat di ltelri lma (ni lelt ontvankelli ljkelvelrklaard) 

karelna di lni llai l gugatan cacat formi ll. Pelti ltum dapat belrupa: 

a. Tuntutan Pri lmai lr/ Tuntutan Pokok, yai ltu tuntuan yang melnjadi l tujuan 

pokok pelnggugat melngajukan gugatan agar haki lm melmutusnya. 

b. Tuntutan Subsi ldai lr/ Pelngganti l, yai ltu ji lka tuntutan Pri lmai lr ti ldak 

di lkabulkan, maka selti ldak-ti ldaknya agar tuntutan subsi ldai lr yang 

di lkabulkan bi lasanya belrbunyi l : “Mohon Putusan yang seladi lladi llnya” 

c. Tuntutan tambahan, yai ltu tuntutan pellelngkap dari l tuntutan pokok.24 

  5. Syarat Formi ll Gugatan 

Syarat formi ll gugatan selbagai lmana dalam formulasi l gugatan di l atas, 

ji lka melngabai lkannya maka melngaki lbatkan gugatan melngandung cacat, 

arti lnya gugatan di langgap tildak melmelnuhi l tata telrti lb belracara yang tellah 

di ltelntukan olelh undang-undang. Syarat-syarat formi ll gugatan, selbagai l 

belri lkut; 

a. Ti ldak Mellanggar Kompeltelnsi l  

Selti lap surat gugatan harus sangat telli lti l dalam melmpelrhati lkan 

syarat kompeltelnsi l:25 

1)  Kompeltelnsi l absolut (absolutel compeltelncy) Landasan pelnelntuan 

kompeltelnsi l absolutel belrpeldoman kelpada pelmbatasan yuri lsdi lksi l 

                                                      
24 M. Anshary, Hukum Acara Perdata, 26. 

25 Sutopo, Martha Eri, dan Neneng Uswatun, Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Teori 

dan Praktik, (Ponorogo: Nata Karya, 2021), 38. 
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badan-badan pelradi llan. Selti lap badan pelradi llan, tellah di ltelntukan 

selndi lri l olelhundang-undang batas kelwelnangan melngadi lli l yang 

di lmilli lki lnya. Pelmbatasan yuri lsdi lksi l masi lng-masi lng badan 

pelradi llan dapat melngacu kelpada belrbagai l keltelntuan pelrundang-

undangan. 

2) Kompeltelnsi l rellati lf (rellati lf compeltelncy) Kompeltelnsi l rellati lf 

di ldasarkan atas patokan batas kelwelnangan melngadi lli l belrdasarkan 

kelkuasaan daelrah hukum. Masilng-masi lng badan pelradi llan dalam 

suatu lilngkungan tellah di lteltapkan batas-batas wi llayah hukumnya. 

Keltelntuan rellati lf i lni l belrdasar Pasal 118 HIlR,142 RBg dan 99 Rv,26 

selbagai l belri lkut: 

a) Actor Selquatur ForumReli l = Forum Domi lsi ll 

b) Actor Selquatur Forum Reli l delngan hak opsi l 

c) Actor Selquatur Forum Reli l tanpa hak opsi l  

d) Telmpat Ti lnggal Pelnggugat 

el) Forum Reli l Si ltael   

f) Forum Reli l Si ltael delngan hak opsi l 

g) Domi lsi llil Pi llilhan 

b.  Elrror i ln pelrsona atau salah melneltukan objelk 

Elrror iln pelrsona adalah salah dalam melnunjukkan subjelk, hal 

i ltu di lselbabkan adanya cacat yang belrbelntuk di lskuali lfi lkasi l i ln pelrson, 

yakni l pelnggugat ti ldak melmi lli lh pelrsona standil iln judi lco, pi lhak telrgugat 

                                                      
26 Ibid,. 
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kelli lru (gelmi ls aanhoeldani lgheli ld) atau telrgugat ti ldak lelngkap, selhi lngga 

gugatan melngandung cacat formi ll pluri lum lilti ls consortilum.27 

c. Obscuur li lbell atau gugatan kabur 

 Gugatan yang melngandung cacat obscuur li lbell, yakni l gugatan 

pelnggugat kabur, ti ldak melmelnuhi l syarat yang jellas dan pasti l. Gugatan 

i lni l kabur di lkarelnakan, yai ltu: 

1) Dali ll gugatan atau fundamelntum peltelndi l, ti ldak melmpunyai l dasar 

hukum yang jellas dan pelri lsti lwa yang mellatar bellakangi l gugatan.28 

2) Ti ldak jellas objelk selngkelta, leltak batas luas dan ti ldak di ldukung 

selrti lfi lkat yang jellas. 

3) Pelti ltum gugatan ti ldak jellas, selhi lngga ti ldak jellas delngan apa yang 

di ltuntut. Delngan delmi lki lan, telrdapat kontradi lksi l antara pelti ltum 

delngan posi lta gugatan. 

4) Gugatan yang di lajukan melngandung unsur nel bi ls i ln i ldelm, apabi lla 

gugatan yang di lajukan sama dali ll dasar alasannya, di lajukan olelh pi lhak 

yang sama dan hubungan yang sama yang tellah belrkelkuatan hukum 

teltap dalam putusan pelngadi llan. 

d. Gugatan masi lh prelmatur 

 Gugatan yang di lajukan masi lh bellum cukup dasar alasannya atau 

bellum telrbuka bagi l haki lm. 

el. Gugatan tellah daluwarsa 

                                                      
27 M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, 988. 

28 M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, 989. 
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 Gugatan yang di lajukan pelnggugat tellah mellampaui l batas waktu 

yang di ltelntukan undang-undang untuk melnggugatnya.29 

6. Proseldur Pelngajuan Gugatan 

a. Di lawali l delngan adanya gugatan yang masuk kel pelngadi llan 

Gugatan telrselbut di lprosels dahulu di l bagi lan pani ltelra pelrdata yai ltu  

mulai l dari l melmbayar panjar bi laya pelrkara, pelneltapan nomor relgi lstelr 

pelrkara, di lsampai lkan kel Keltua Pelngadi llan, Keltua Pelngadi llan melneltapkan 

Majelli ls Haki lm, sellanjutnya Majelli ls Haki lm melneltapkan hari l si ldang dan 

melmelri lntahkan mellalui l pani ltelra agar pi lhak pelnggugat dan telrgugat di lpanggi ll 

selsuai l delngan hari l si ldang yang tellah di lteltapkan.30 

b. Pada Pelrsi ldangan Pelrtama 

1) Pelnggugat atau waki llnya ti ldak pelrnah hadi lr, seldangkan telrgugat hadi lr. 

Apabi lla pelnggugat tellah di lpanggi ll selcara patut dan sah sellama 3 kali l 

belrturut-turut maka majelli ls haki lm akan melmbelri lkan putusan gugatan 

gugur.31 

2) Telrgugat ti ldak hadi lr, seldangkan pelnggugat hadi lr. Apabi lla dalam si ldang 

pelrtama telrselbut pnggugat hadi lr seltellah di lpanggi ll selcara patut dan sah 

sellama 3 kali l belrturut-turut maka majelli ls haki lm akan melmbelri lkan putusan 

Velrstelk.32 

3) Telrgugat ti ldak hadi lr teltapi l melngi lri lm surat jawaban. Maka surat i ltu ti ldak 

                                                      
29 Ibid., 990. 

30 Marta Eri Safira, Hukum Acara, 23. 

31 Mukti Arto, Praktek Perkara, 84. 

32 Ibid. 
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pelrlu di lpelrhati lkan dan di langgap ti ldak pelrnah ada, kelcuali l ji lka surat belri lsi l 

pelrlawanan (elkselpsi l) bahwa Pelngadi llan Agama yang belrsangkutan ti ldak 

belrwelnang untuk melngadi llilnya.33 

4) Pelnggugat dan telrgugat tildak hadi lr dalam si ldang, maka si ldang harus 

di ltunda dan para pi lhak di lpanggi ll lagi l samapai l dapat di ljatuhkan putusan 

gugur atau velrstelk atau pelrkara dapat di lpelri lksa. 

5) Pelnggugat dan Telrgugat hadi lr, maka majelli ls haki lm akan                    melnanyakan 

dahulu apakah gugatannya ada pelrubahan, ji lka ada di lbelri lkan kelselmpatan 

untuk melrubah dan di lcatat pani ltelra pelngganti l. Jilka ti ldak ada pelrubahan 

majelli ls Haki lm akan mellakukan meldi lasi l untuk belrdamai l pali lng lama 40 

hari l.34 

c. Pelrdamai lan 

Pelrdamai lan dalam pelrkara pelrdata di latur pada Pasal 130 HIlR/154 RBg 

dan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun   1970.35 Juga 

di latur dalam Pasal 56 ayat (2), 65, 82, 83 Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 1989 dan Pasal 31, 32 Pelraturan Pelmelri lntah Nomor 9 Tahun 1975.36 

Jilka sellama 40 hari l telrselbut meldi lasi l atau damai l ti ldak telrcapai l, maka 

pelrsi ldangan sellanjutnya adalah pelmbacaan gugatan olelh Pelnggugat. Dalam 

praktelknya pelmbacaan gugatan sellalu ti ldak di llakukan yang telrjadi l adalah 

gugatan di langgap di lbacakan selpanjang antara Pelnggugat dan Telrgugat 

                                                      
33 Ibid, 91. 

34 Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata, 92. 

35 Ibid. 

36 Ibid., 93. 
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selpakat. Hal i lni l untuk melnghelmat waktu. karelna pada dasarnya gugatan 

telrselbut sudah di lbaca olelh Telrgugat kelti lka gugatan di lsampai lkan pelngadi llan 

(juru si lta) mi lni lmal 3 hari l selbellum pelrsi ldangan pelrtama di lmulai l. 

d. Pelmbacaan gugatan 

Seltellah sellelsai l pelmbacaan gugatan atau di langgap   di lbacakan, 

Majelli ls Haki lm melnanyakan kelpada telrgugat apakah ada tanggapan bai lk li lsan 

maupun telrtuli ls. Apabi lla li lsan majelli ls haki lm pada pelrsi ldangan telrselbut 

akan melncatat dan apabi lla telrtuli ls bi lasanya di lbelri l kelselmpatan 1 mi lnggu untuk 

melnanggapi lnya yang di lselbut delngan jawaban telrgugat atas gugatan 

pelnggugat. Dalam jawaban telrgugat i lni l telrgugat dapat mellakukan bantahan, 

melngakui l dan ti ldak melmbantah dan ti ldak melngakui l (relfelrtel) selrta 

melngajukan elkselpsi l (formi ll dan matelri ll) dan relkonvelnsi l (gugatan bali lk). 

Telrdapat belbelrapa kelmungki lnan dari l pelnggugat, yai ltu muncabut gugatan, 

melngubah gugatan dan melmpelrtahankan gugatan.37 

el. Pada pelrsi ldangan 

Melnye lrahkan jawaban telrgugat, melnurut Pasal 121 ayat (2)/Pasal 145 

ayat (2) RBg. Jo. Pasal 132 ayat (1) HIlR/Pasal 158 ayat (1) RBg telrgugat 

dapat melngajukan jawaban selcara telrtuli ls atau li lsan. Dalam praktelknya 

jawaban telrgugat ti ldak di lbacakan teltapi l di lbelri l kelselmpatan kelpada Pelnggugat 

selcara telrtuli ls untuk melnanggapi l Jawaban Telrgugat yang di lselbut delngan 

Relpli lk Pelnggugat (Tanggapan telrhadap Jawaban Telrgugat). Relpli lk 

Pelnggugat i lsi lnya selbelnarnya harus melmpelrtahankan dali ll-dali ll i lsil gugatan 

                                                      
37 Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata, 97 
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adalah belnar seldangkan dali ll-dali ll dalam jawaban telrgugat adalah salah. 

Relpli lk juga bi lsa li lsan telntunya ji lka li lsan jawaban harus di lbacakan agar 

Pelnggugat tahu yang mana yang akan di ltanggapi lnya.38 

f. Pada pelrsi ldangan belri lkutnya 

Melnye lrahkan relpli lk pelnggugat dalam praktelknya relpli lk pelnggugat 

juga ti ldak di lbacakan teltapi l di lbelri l kelselmpatan kelpada telrgugat selcara telrtuli ls 

untuk melnanggapi l relpli lk pelnggugat yang di lselbut delngan dupli lk telrgugat 

(tanggapan telrhadap relpli lk pelnggugat). Sellanjutnya, melnye lrahkan dupli lk 

telrgugat yai ltu tanggapan telrhadap relpli lk pelnggugat. Seltellah dupli lk, majelli ls 

haki lm akan mellanjutkannya pelnyelrahan alat-alat bukti l telrtuli ls pelnggugat. 

Kelmudi lan Telrgugat di lmilnta juga melnyelrahkan alat-alat bukti l telrtulils kelpada 

majelli ls haki lm. Ada belbelrapa kelmungki lnan dari l telrgugat melrupakan jawaban 

telrhadap pokok pelrkara, yai ltu: 

1) Elkselpsi l (tangki lsan) 

Elkselpsi l adalah sanggahan telrhadap suatu gugatan atau pelrlawanan 

yang ti ldak melngelnai l pokok pelrkara/pokok pelrlawanan delngan maksud 

untuk melnghi lndari l gugatan delngan cara agar haki lm melneltapkan gugatan 

ti ldak dapat di ltelri lma atau di ltolak. Elkselpsi l di latur dalam Pasal 136 HIlR/162 

RBg, Pasal 125 ayat (2) HIlR/133-136 HIlR/149 ayat (2), 160- 162 RBg 

dan Pasal 356 ayat (4) Rv.39 

2) Melngakui l bulat-bulat 

                                                      
38 Ibid. 

39 Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata, 98. 
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Apabi lla telrgugat dalam jawabannya i ltu melngakui l selluruh dali ll-

dali ll gugatan selcara bulat, maka pelrkara di langgap tellah telrbukti ldan gugatn 

dapat di lkabulkan selluruhnya.40 

3). Melmungki lri l selcara mutlak 

Apabi lla telrgugat dalam jawabannya melmungki lri l selcara mutlak, maka 

pelmelri lksaan di llanjutkan pada tahap belri lkutnya sampai l dapat di lbuktilkan 

atau ti ldaknya dali ll-dali ll gugat.41 

4). Melngaku delngan clausula 

Apabi lla telrgugat melngaku delngan klausa (syarat-syarat), maka 

pelngakuan i ltu harus di ltelri lma selluruhnya dan ti ldak bolelh di lpi lsahkan. 

Pelmelri lksaan di llanjutkan selpelrti l tahap-tahap bi lasanya.42 

5). Relfelrtel 

Jawaban belrbelli lt-belli lt dalam hal i lni l pelmelri lksaan di ltelruskan selpelrti l 

bi lasa.43 

6). Relkonpelnsi l (gugat bali lk) 

Telrgugat melngajukan jawaban atas dali ll-dali ll gugat pelnggugat, juga 

melngajukan gugat bali lk (relkonpelnsi l) telrhadap pelnggugat. Maka 

keldudukan telrgugat dalam konpelnsi l juga melnjadi l pelnggugat dalam 

relkonpelnsi l, dan selbali lknya pelnggugat dalam 

Konpelnsi l juga melnjadi l telrgugat dalam relkonpelnsi l. Dasar hukum 

                                                      
40 Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata, 102. 

41 Ibid., 103 

42 Ibid. 

43 Ibid. 
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relkonpelnsi l pada Pasal 132 a – b HIlR/157-158 RBg.44 

g. Pelnyelrahan pelmbukti lan 

Seltellah pelnyelrahan alat bukti l telrtuli ls sellelsai l, ji lka pelnggugat melrasa 

pelrlu melnghadi lrkan saksi l-saksi l untuk melndukung alat bukti l telrtuli lsnya, 

maka majelli ls haki lm melmbelri lkan kelselmpatan dan di llakukan pelmelri lksaan 

saksi l untuk dilmi lnta keltelrangannya selsuai l pelrkara. Seltellah i ltu baru di lbelri l 

kelselmpatan juga pada Telrgugat untuk melnghadi lrkan saksi l untuk di lmi lntail 

keltelrangannya. Di llanjutkan delngan pelmelri lksaan seltelmpat (PS) yai ltu Majelli ls 

Haki lm akan datang kel lokasi l objelk selngkelta (tanah) untuk melli lhat fakta 

apakah antara i lsi l gugatan delngan fakta di llapangan melmpunyai l kelselsuai lan.45 

h. Korelklus/Kelsi lmpulan Para Pi lhak 

Pada tahap i lni l, bai lk pelnggugat maupun telrgugat di lbelri lkan kelselmpatan 

yang sama untuk melngajukan pelndapat akhi lr yang melrupakan kelsi lmpulan 

hasi ll pelmelri lksaan sellama si ldang belrlangsung.46 

i l. Telrakhi lr adalah putusan haki lm (voni ls) 

Jilka elkselpsi l di ltelri lma putusannya adalah gugatan ti ldak dapat di ltelri lma 

(neli lt onvankelli ljkvelrklaard), ji lka gugatan dapat di lbuktilkan olelh pelnggugat 

putusan haki lm adalah melngabulkan bai lk selluruh maupun selbagi lan selrta ji lka 

gugatan ti ldak dapat di lbukti lkan olelh Pelnggugat, putusan haki lm adalah 

melnolak gugatan. Catatan selbellum haki lm melnjatuhkan voni ls pelrdamai lan 

                                                      
44 Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata, 10. 

45 Ibid., 106. 

46 Ibid. 
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masi lh dapat di llakukan, bahkan pelrdamai lan telrselbut harus sellalu di ltawarkan 

haki lm pada selti lap tahap pelrsi ldangan. 

Apabi lla para pi lhak melrasa kelbelratan dapat mellakukan upaya hukum 

Bandi lng kel Pelngadi llan Ti lnggi l. Pelrnyataan bandi lng telrselbut dapat di llakukan 

pada saat putusan di ljatuhkan atau pi lki lr-pi lki lr seltellah 14 hari l seljak putusan 

di ljatuhkan.47 

B. Pertimbangan Hakim 

Dalam pelrti lmbangan hukum, haki lm melmpelrti lmbangkan pelri lsti lwa, 

dali ll gugatan, bantahan, elkselpsi l telrgugat, pasal-pasal telrtelntu dari l pelraturan 

pelrundang pelrundang-undangan maupun hukum yang ti ldak telrtuli ls, selrta 

di lhubungkan delngan alat bukti l yang ada. Seltellah i ltu, haki lm melnari lk kelsi lmpulan 

telntang telrbukti l atau ti ldaknya selbuah gugatan.48 Dalam pasal 16 UU Nomor 4 

Tahun 2004 telntang kelkuasaan Kelhaki lman yang belrbunyi l pelngadi llan ti ldak 

bolelh melnolak untuk melmelri lksa, melngadi lli l, dan melmutus pelrkara yang 

di lajukan delngan dali lh hukum tildak ada atau kurang jellas, mellai lnkan waji lb dan 

melmelri lksa dan melngadi lli l.49 

Melnurut Mackelnzi lel, ada belbelrapa telori l atau pelndelkatan yang dapat di l 

pelrgunakan olelh haki lm dalam melmpelrti lmbangkan pelnjatuhan putusan dalam 

suatu pelrkara, yai ltu selbagai l belri lkut:50
 

                                                      
47 Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata, 107. 

48 Sudirman L, Hukum Acara Peradilan Agama, (Sulawesi Selatan: IAIN Pare-pare, 2021), 

113. 

49 Pagar, Peradilan Agama indonesia, (Medan: Perdana Publising, 2015), 101. 

50 Ahmad Rifai, Penemuan Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010),  102. 
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1. Telori l Kelseli lmbangan  

Telori l kelseli lmbangan yai ltu kelseli lmbangan antara syarat-syarat yang 

di ltelntukan olelh Undang Undang dan kelpelnti lngan pi lhak-pi lhak yang 

telrsangkut atau belrkai ltan delngan pelrkara.  

2. Telori l Pelndelkatan Selni l dan Ilntui lsi l  

Pelnjatuhan putusan olelh haki lm melrupakan di lskrelsi l atau kelwelnangan 

dari l haki lm. Selbagai l di lskrelsi l, dalam pelnjatuhan putusan, haki lm akan 

melnye lsuai lkan delngan keladaan dan hukuman yang wajar bagi l selti lap pellaku 

ti lndak pi ldana atau dalam pelrkara pelrdata, haki lm akan melli lhat keladaan pi lhak 

yang belrpelrkara, yai ltu pelnggugat dan telrgugat, dalam pelrkara pelrdata pi lhak 

telrdakwa atau Pelnuntut Umum dalam pelrkara pi ldana. Pelnjatuhan putusan, 

haki lm melmpelrgunakan pelndelkatan selni l, lelbi lh di ltelntukan olelh ilnsti lnk atau 

i lnstuilsi l dari l pada pelngeltahuan dari l Haki lm.  

3. Telori l Pelndelkatan Keli llmuan 

 Ti ltilk tolak dari l i llmu i lni l adalah pelmi lki lran bahwa prosels pelnjatuhan 

pi ldana harus di llakukan selcara si lstelmati lk dan pelnuh kelhati l-hati lan khususnya 

dalam kai ltannya delngan putusan-putusan telrdahulu dalam rangka melnjami ln 

konsi lstelnsi l dari l putusan haki lm.  

4. Telori l Pelndelkatan  

Pelngalaman Pelngalaman dari l selorang haki lm melrupakan hal yang dapat 

melmbantunya dalam melnghadapi l pelrkara-pelrkara yang di l hadapi lnya selhari l-

hari l. 
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5. Telori l atau Rati lo Delci ldelndi l 

Telori l i lni l dildasarkan pada landasan fi llsafat yang melndasar yang 

melmpelrti lmbangkan selgala aspelk yang belrkai ltan delngan pokok pelrkara yang 

di lselngkeltakan kelmudi lan melncari l pelraturan pelrundang-undangan yang 

rellelvan delngan pokok pelrkara yang di lselngkeltakan selbagai l dasar hukum 

dalam pelnjatuhan putusan selrta pelrti lmbangan haki lm harus dildasarkan pada 

motilvasi l yang jellas untuk melnelgakkan hukum dan melmbelri lkan keladi llan bagi l 

para pi lhak yang belrpelrkara. 

6. Telori l Kelbi ljaksanaan  

Aspelk dari l telori l i lni l adalah melnelkankan bahwa pelmelri lntah, masyarakat, 

kelluarga dan orang tua i lkut belrtanggung jawab untuk melmbi lmbi lng, 

melndi ldi lk, melmbi lna dan melli lndungi l telrdakwa, agar kellak dapat melnjadi l 

manusi la yang belrguna bagi l kelluarga, masyarakat dan bangsanya.               

Sellai ln iltu, haki lm juga melnggunakan meltodel musyawarah Majelli ls dan 

meltodel Pelnelmuan Hukum(Ilntelrprelstasi l Haki lm) dalam prosels pelngambi llan 

suatu putusan. 

a. Musyawarah  Majelli ls    

Dalam pelrmusyawaratan majelli ls  hakilm, selmua haki lm melmpunyai l 

hak yang sama dalam hal:51 

(1) melngkonstati lr (arti lnya melli lhat, melngakui l atau melmbelnarkan tellah 

                                                      
51 Aah Tsamrotul Fuadah, Hukum Acara Peradilan Agama Plus Prinsip Hukum Acara Islam Dalam 

Risalah Qadha Umar Bin Khattab, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2019), 163. 
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telrjadi lnya) pelri lsti lwa hukum yang di lajukan olelh para pi lhak kelpadanya. 

2) melngkuali lfi lsi lr pelri lsti lwa hukum yang di lajukan para pi lhak kelpadanya 

(yakni l melni llai l pelri lsti lwa yang di langgap belnar-belnar telrjadi l i ltu 

telrmasuk hubungan hukum apa atau yang mana)  

3) melngkonsti ltui lr, yai ltu melneltapkan hukumnya atau melmbelri lkan 

keladi llan kelpada para pi lhak yang belrpelrkara (Sudi lkno Mzzelrtokusumo, 

1988: 91-92).  

Hasi ll musyawarah majelli ls haki lm di ltandatangani l olelh selmua 

anggota majelli ls kelcuali l pani ltelra si ldang, dan i lni l melrupakan lampi lran dari l 

belri lta acara si ldang dan akan di lcantumkan dalam di lktum kelputusan. Hasi ll 

rapat pelrmusyawaratan majelli ls haki lm hanya dapat di lkeltahui l pada saat 

di lbacakan putusan dalam si ldang telrbuka untuk umum. 

b. Meltodel Pelnelmuan Hukum 

Seltellah Majellils Hakilm melnelmukan pelri lstilwa dan fakta selcara 

objelktilf,  maka Majellils Hakilm belrusaha melnelmukan hukumnya selcara telpat 

dan akurat telrhadap pelri lsti lwa yang telrjadi l i ltu. Dalam usaha melnelmukan 

hukum telrhadap suatu pelrkara yang seldang di lpelri lksa dalam pelrsi ldangan, 

Majelli ls haki lm dapat melncari lnya dalam ki ltab-ki ltab pelrundang-undangan 

selbagai l hukum telrtuli ls, Kelpala Adat dan pelnasi lhat agama selbagai lmana 

telrselbut dalam Pasal 44 dan 15 Ordonansi l Adat bagi l hukum yang ti ldak 

telrtuli ls, dan sumbelr yuri lsprudelnsi l delngan catatan bahwa haki lm sama 

selkali l tildak bolelh telri lkat delngan putusan-putusan yang telrdahulu i ltu. 

Haki lm dapat melnelmukan hukum mellalui l sumbelr-sumbelr telrselbut, akan 
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teltapi l ji lka ti ldak di lkeltelmukan dalam sumbelr-sumbelr telrselbut, maka Haki lm 

harus melncari lnya delngan melmpelrgunakan meltodel i lntelrpreltasi l dan 

konstruksi l. Meltodel ilntelrpreltasi l i lalah meltodel pelnafsi lran telrhadap telks 

undang-undang, jadi l Haki lm masi lh teltap belrpelgang pada bunyi l telks i ltu. 

Seldangkan meltodel konstruksi l, Haki lm harus melmpelrgunakan pelnalaran 

logi lsnya untuk melngelmbangkan lelbi lh lanjut suatu telks undang-undang 

dan Haki lm ti ldak lagi l telri lkat dan belrpelgang pada bunyi l telks i ltu.52 

Meltodel pelnelmuan hukum delngan melnggunakan i lntelrpreltasi l i lni l ada 

belbelrapa jelni ls selbagai l belri lkut:53 

1. Meltodel pelnafsi lran substanti lf. Yakni l meltodel di l mana haki lm harus 

melnelrapkan suatu telks undang-undang telrhadap kasus i ln konkelto 

delngan bellum melmasuki l pelnggunaan pelnalaran yang lelbi lh rumi lt, teltapi l 

selkadar melnelrapkan si llogi lsmel. 

2. Meltodel pelnafsi lran grammati lcal, yai ltu delngan cara melnyusun 

pelrundang-undangan dan melngurai lkannya melnurut Bahasa umum 

selhari l-hari l. 

3. Meltodel pelnafsi lran si lstelmati ls atau logi ls, yakni l melnafsi lrkan pelraturan 

pelrundang-undangan delngan cara melnghubungkannya delngan 

pelraturan atau undang-undang lai ln atau delngan kelselluruhan si lstelm 

hukum. 

4. Meltodel pelnafsi lran hi lstori ls, di ldasarkan pada seljarah telrjadi lnya 

                                                      
52 Ibid, 164. 

53 Ibid. 
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pelraturan telrselbut. 

5. Meltodel pelnafsi lran sosi lologi ls atau telologi ls, yakni l melnafsi lrkan makna 

undang-undang belrdasarkan tujuan kelmasyarakatan. Olelh karelnanya 

ji lka pelraturan pelrundang-undangan i ltu sudah usang, maka akan 

di lselsuai lkan pelnggunaannya delngan si ltuasi l dan kondi lsi l saat i lni l atau 

si ltuasi l sosilal yang baru. 

6. Meltodel pelnafsi lran kompelrati lf, yai ltu meltodel pelnafsi lran delngan 

melmbandi lngkan antara belrbagai l si lstelm hukum. 

7. Meltodel pelnafsi lran relstri lktilf, yai ltu melnafsi lrkan delngan cara 

melmpelrselmpi lt arti l suatu pelraturan delngan belrti lti lk tolak pada arti lnya 

melnurut bahasa. 

8. Meltodel pelnafsi lran elkstelnsi lf, yai ltu meltodel yang melnjellaskan undang-

undang delngan mellampaui l batas yang di lbelri lkan olelh pelnafsi lran 

grammati lcal. 

9. Meltodel pelnafsi lran futuri lstils, yai ltu pelnafsi lran yang belrsi lfat anti lsi lpati lf 

delngan belrpeldoman pada undang-undang yang bellum melmpunyai l 

kelkuatan hukum. 

Melngelnai l pelnelmuan delngan meltodel konstruksi l ada belbelrapa belntuk 

selbagai l belri lkut:54 

a. Argumeln pelranalogi lan, yai ltu konstruksil delngan analogi l, yakni l  apabi lla 

Haki lm harus melnjatuhkan putusan dalam suatu selngkelta yang ti ldak ada 

pelraturannya, teltapi l pelri lsti lwa i ltu milri lp delngan yang di latur dalam suatu 

                                                      
54 Ibid, 165. 
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undang-undang. 

b. Meltodel argumelntum a’contrarilo, meltodel di l mana Haki lm melnelmukan 

pelraturan untuk pelri lsti lwa yang mi lri lp, dan Haki lm melngatakan 

“pelraturan i lni l saya telrapkan pada pelri lsti lwa yang ti ldak di latur, teltapi l 

selcara kelbali lkannya” (sudi lkno Melrtokusumo, 1996: 69). 

c. Pelngkonkreltan hukum, yakni l konstruksi l delngan pelnghalusan hukum, 

pelnye lmpi ltan hukum, dan pelngkonkreltan telrhadap suatu masalah 

hukum yang telrdapat dalam pelraturan pelrundang- undangan. 

d. Fi lksi l hukum. meltodel i lni l belrlandaskan pada asas i ln dubilo pro relo yai ltu 

asas yang melnyatakan bahwa selti lap orang di langgap melngeltahui l 

hukum. 
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BAB III 

  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN    

A. Gambaran Pengadilan Agama Pacitan 

1. Sumbelr Daya Manusi la Telkni ls Yudi lsi lal  

Sumbelr daya manusi la telkni ls yudi lsi lal adalah aparatur pelradi llan yang 

melli lputil Pilmpi lnan, Haki lm, Kelpani ltelraan dan Keljurusi ltaan yang melrupakan 

pellaksana hukum bai lk hukum formi ll maupun matelri li ll di l li lngkungan 

pelradi llan agama. 

Olelh karelna i ltu, pelni lngkatan profelsi lonali lsmel pada sumbelr daya 

manusi la telkni ls yudi lsi lal sangatlah amat di l telkankan, guna untuk melnjami ln 

mutu dan kuali ltas dalam melni lngkatkan pellayanan hukum telrhadap 

masyarakat delngan bai lk, telrutama bi ldang kelpani ltelraan atau bi ldang 

keljurusi ltaan, yang melrupakan bagi lan i lnti l dalam pelnelgakan hukum dan 

pelradi llan, di lmana profelsi lonali lsmel dan i lntelgri ltas aparat sangat di ltelntukan 

olelh ti lngkat pelngeltahuan dan pelndi ldi lkan aparatnya.  Dalam melni lngkatkan 

profelsi lonali lsmel sumbelr daya manusi la telkni ls yudi lsi lal dapat di llakukan delngan 

mellalui l pelndi ldi lkan formal, pelndi ldi lkan dan pellati lhan telrstruktur dan 

pelngalaman kelrja mellalui l mutasil telrelncana. 

Delngan di ltanda tangani lnya Pelraturan Prelsi ldeln Nomor 94 Tahun 2013 

melngelnai l tunjangan peljabat nelgara dan Pelraturan Prelsi ldeln Nomor 128 Tahun 

2014, telntang tunjangan ki lnelrja untuk li lngkungan Mahkamah Agung dan 

Pelradi llan di lbawahnya maka turunnya tunjangan ki lnelrja melrupakan tonggak 

untuk melndorong selluruh pelgawai l yang belrada di lbawah naungan Mahkamah 
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Agung khususnya Pelngadi llan Agama lelbi lh kelras belrusaha melmuli lhkan 

kelpelrcayaan publi lk dan melni lngkatnkan i lmagel Pelngadi llan delngan ki lnelrja 

telrbai lk dan i lntelgri ltas yang soli ld. Pelrjalanan agelnda relformasi l masi lh panjang, 

komi ltmeln dan kelrja kelras selrta kelseldi laan belrubah adalah kunsi l suksels 

i lmplelmelntasi lnya. 

Selsuai l delngan vi lsi l Pelngadi llan Agama Paci ltan yai ltu “telrwujudnya 

pelngadi llan agama paci ltan yang agung”, maka Pelngadi llan Agama Paci ltan 

sellalu belrbelnah dan melngelvaluasi l selti lap jalannya pelradi llan di l Pelngadi llan 

Agama Paci ltan dalam hal apapun. Delngan tujuan melnjaga kelhormatan 

pelngadi llan agama paci ltan, melmbelri lkan pellayanan hukum yang bai lk dan 

belrkeladi llan, melni lngkatkan kuali ltas kelpelmi lmpi lnan Pelngadi llan Agama 

Paci ltan, dan melni lngkatkan kreldi lbi lli ltas dan transparansi l di l pelngadi llan agama 

paci ltan, guna melni lngkatkan kelpelrcayaan publi lk telrhadap pelngadi llan agama. 

 Adapun sumbelr daya manusi la telkni ls yudi lsi lal pada Pelngadi llan Agama 

Kabupateln Madi lun telrdi lri l dari l Haki lm, selbanyak 6 orang yai ltu Keltua, Waki ll 

Keltua dan 4 Haki lm, Waki ll Pani ltelra 1 orang, Pani ltelra Pelngganti l 4 orang, 

Jurusilta/Jurusilta Pelngganti l selbanyak 1 orang. (selbagai lmana di lurai lkan dalam 

Tabell 1), yai ltu:55 

 

 

 

                                                      
55 Pengadilan Agama Pacitan sumber daya manusia teknis yudisial (https://pa-

pacitan.go.id/tentang-pengadilan/profile-penggawai/profil-pegawai). [diunduh tanggal 3 Maret] 

https://pa-pacitan.go.id/tentang-pengadilan/profile-penggawai/profil-pegawai
https://pa-pacitan.go.id/tentang-pengadilan/profile-penggawai/profil-pegawai
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Tabell 3.1 Sumbelr Daya Manusi la Telkni ls Yudi lsi lal 

No  NAMA JABATAN 

 

1.  

 

Ilrman Fadly, S.Ag., M.H. 

 

Keltua 

 

2. 

 

Basilrun, S.Ag., M.Ag. 

 

 Waki ll Keltua 

 

3. 

 

Dra. Nurhabilbah  

 

Haki lm 

 

4. 

 

Drs. Milswan, S.H. 

 

Haki lm 

 

5.  

 

Agus Salilm, S.Ag., M.SIl. 

 

Haki lm 

 

6. 

 

H. Mohammad Agfar Musyaddad, 

S.H. 

 

Haki lm 

 

7. 

 

Drs. Mahyudiln 

 

Paniltelra 

 

8.  

 

De ldy Rukmono, S.H. 

 

Paniltelra Muda Gugatan 

 

9.  

 

Ilmam Rahmawan wi ldilanto, S.H. 

 

Paniltelra Muda Hukum 

 

10.  

 

Jauhar Rochman, S.H. 

 

Paniltelra Pelngganti l 

 

11. 

 

Elny Elrnawatil, S.H.  

 

Paniltelra Pelngganti l 
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12.  

 

Tonil Dwi l Rubilanto, S.H. 

 

Paniltelra Pelngganti l 

  

2. Keladaan Pelrkara 

Data pelrkara di l pelngadi llan Agama Paci ltan pada tahun 2021. pelrkara 

yang masuk jumlahnya 1616 pelrkara, telrdi lri l dari l pelrkara Gugatan 1224 dan 

pelrkara pelrmohonan 392, dan iltu dildomi lnasi l pelrkara gugatan celrai l. Pada 

tahun 2022 pelrkara yang masuk belrjumlah 1610 pelrkara, telrdi lri l dari l pelrkara 

gugatan belrjumlah 1187, dan pelrkara pelrmohonan belrjumlah 423 pelrkara. 

ti ldak belda jauh delngan pelrkara yang masuk pada tahun 2021 yang jumlahnya 

hanya selli lsi lh seldi lki lt. Seldangkan pada awal tahun 2023 pelrkara masuk 

belrjumlah 377 pelrkara i ltu pun selmelntara masi lh sampai l bulan apri ll selkarang, 

telrdi lri l dari l pelrkara gugatan 304 pelrkara, dan pelrkara pelrmohonan 73 pelrkara. 

Adapun pelrkara yang di lputus pada tahun 2021 selbanyak 1597 Pelrkara atau 

88,7%, telrdi lri l dari l 1216 pelrkara gugatan dan 382 pelrkara pelrmohonan, dan 

si lsa pelrkara yang bellum di lputus belrjumlah 18 pelrkara, yang telrdi lri l dari l 

pelrkara gugatan saja. Pada tahun 2022 pelrkara yang di lputus 1601 atau 88,9% 

telrdi lri l dari l pelrkara gugatan belrjumlah 1185 dan pelrkara pelrmohonan 416 

pelrkara. maka,  ji lka di lhi ltung dari l mulai l tahun 2021 hi lngga tahun 2022, 

sampai l 2023. Maka bi lsa di l kalkulasi l bahwa pelngadi llan agama paci ltan 

melngalami l pelnurunan dalam pelnelri lmaan pelrkara selbelsar 0,06%.56 

                                                      
56 Pengadilan Agama Pacitan Keadaan Perkara  (https://pa-

pacitan.go.id/transparansi/kepaniteraan/laporan-keadaan-perkara ). [diunduh tanggal 3 Maret] 

 

https://pa-pacitan.go.id/transparansi/kepaniteraan/laporan-keadaan-perkara
https://pa-pacitan.go.id/transparansi/kepaniteraan/laporan-keadaan-perkara
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B.  Kewenangan Pengadilan Agama Kabupaten Pacitan  

1. Kelwelnangan Rellati lf Pelngadi llan Agama  

Kelkuasaan/kelwelnangan rellati lf di larti lkan selbagai l kelkuasaan pelradi llan 

yang satu jelni ls dan satu ti lngkatan, dalam pelrbeldaanya delngan kelkuasaan 

pelngadi llan yang sama jelni ls dan sama ti lngkatannya. Pada Pasal 4 Ayat (1) 

Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 telntang Pelradi llan Agama belrbunyi l: 

“Pelradi llan Agama belrkeldudukan di l kota madya atau di l i lbu kota 

kabupateln dan daelrah hukumnya melli lputi l wi llayah kota madya atau 

kabupateln.” Pada pelnjellasan Pasal 4 ayat 1 belrbunyi l: “Pada dasarnya 

telmpat keldudukan Pelngai llan Agama ada di l kodya atau kabupateln, teltapi l 

ti ldak telrtutup kelmungki lnan adanya pelngelcuali lan”.57 

Kelwelnangan rellati lf Pelngadi llan Agama melli lputi l 15 Kelcamatan di l 

Kabupateln Madi lun, yai ltu:58 

a. Kelcamatan Arjosari l 

b. Kelcamatan Bandar 

c. Kelcamatan Donorojo 

d. Kelcamatan kelbonagung 

e. Kelcamatan Nawangan 

f. Kelcamatan Ngadi lrojo 

g. Kelcamatan Paci ltan 

                                                      
57A. Basiq Djalil, Pengadilan Agama Di Indonesia, (Jakarta: Kencana Prenada Media 

Group, 2006), 138. 

58 Pengadilan Agama Pacitan kewengan relatif PA Pacitan (https://pa-pacitan.go.id/profile-

pengadilan/wilayah-yuridiksi) [diunduh tanggal 4 maret ] 

https://pa-pacitan.go.id/profile-pengadilan/wilayah-yuridiksi
https://pa-pacitan.go.id/profile-pengadilan/wilayah-yuridiksi
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h. Kelcamatan Pri lngkuku 

i. Kelcamatan Punung 

j. Kelcamatan Sudi lmoro 

k. Kelcamatan Telgalombo 

l. Kelcamatan Tulakan 

2. Kelwelnangan Absolut Pelngadi llan Agama Kabupateln Paci ltan 

Kelkuasaan/kelwelnangan absolut, yakni l kelkuasaan pelngadi llan yang 

belrhubungan delngan jelni ls pelrkara atau jelni ls pelngadi llan atau ti lngkatan 

pelngadi llan dalam pelrbeldaannya delngan jelni ls pelrkara atau jelni ls pelngadi llan 

atau ti lngkat pelngadi llannya. 

Pelngadi llan Agama belrkuasa atas pelrkara pelrkawi lnan bagi l melrelka 

yang belragama Ilslam, seldangkan bagi l yang sellai ln Ilslam melnjadi l kelkuasaan 

Pelngadi llan Umum. Pelngadi llan Agamalah yang belrkuasa melmelri lksa dan 

melngadi lli l pelrkara dalam tilngkat pelrtama, ti ldak bolelh langsung belrpelrkara 

kel Pelngadi llan Ti lnggi l Agama atau di l Mahkamah Agung.59 

Kelkuasaan absolut Pelngadi llan Agama di lselbut dalam Pasal 49 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telntang Pelngadi llan Agama di lubah 

melnjadi l Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan pelrubahan keldua 

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang belrbunyi l: 

“Pelngadi llan Agama ti lnggi l ti lngkat pelrtama yang belrtugas dan 

belrwelnang melmelri lksa, melmutus, dan melnyellelsai lkan pelrkara-pelrkara di l 

ti lngkat pelrtama antara orang- orang yang belragama Ilslam di l bi ldang 

                                                      
59 A. Basiq Djalil, Pengadilan Agama, 139. 
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pelrkawi lnan, kelwari lsan, wasi lat, hi lbah, wakaf, zakat, ilnfak, seldelkah, dan 

elkonomi l syari lah.”60 

Belrdasarkan pada Pasal 50 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 

telntang Pelngadi llan Agama yang tellah di lrubah UU No. 3 Tahun 2006, dan 

pelrubahan keldua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Di ltelgaskan 

bahwa, dalam hal selngkelta telrhadap wari ls melngelnai l hak mi lli lk atau 

selngkelta, khusus melngelnai l objelk selngkelta telrselbut harus di lputus lelbi lh 

dahulu olelh Pelngadi llan dalam li lngkungan Pelradi llan Umum. Apabi lla telrjadi l 

selngkelta hak mi lli lk, subjelk hukumnya antara orang-orang yang belragama 

Ilslam. Maka objelk selngkelta telrselbut di lputuskan olelh Pelngadi llan Agama 

belrsama pelrkara yang di lmaksud dalam Pasal 49. 

Bi ldang-bi ldang telrselbut melrupakan kelwelnangan yang di lmi lli lki l olelh 

Pelngadi llan Agama selcara umum, selhi lngga selmua Pelngadi llan Agama hanya 

bolelh melngadi lli l bi ldang-bi ldang di l atas. 

C. Deskripsi Perkara Gugatan waris yang di tolak di Pengadilan Agama 

Kabupaten Pacitan Putusan Nomor : 1133/Pdt.G/2020/Pa.Pct. 

1.    Deskripsi Singkat Gugatan Waris Yang Ditolak Di Pengadilan Agama 

Pacitan 

 Pelrkara yang di lbahas pada pelnelli lti lan i lni l adalah pelrkara gugatan 

wari ls yang di ltolak di l Pelngadi llan Agama Kabupateln Paci ltan, karelna reldaksi l 

atau i lsi l posilta maupun pelti ltum gugatan yang dilajukan. Pelnelli lti lan i lni l 

                                                      
60 Pengadilan Agama Pacitan kewengan Absolut PA Pacitan (https://pa-

pacitan.go.id/tupoksi) [diunduh tanggal 4 maret ] 

 

https://pa-pacitan.go.id/tupoksi
https://pa-pacitan.go.id/tupoksi
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melngangkat pelrkara yang di ltangani l olelh pelngadi llan Agama Kabupateln 

Paci ltan pada tahun 2020. Pelnggugat delngan pelrmohonannya yang di lajukan 

selcara telrtuli ls, dan telrdaftar di l Kelpani ltelraan Pelngadi llan Agama Kabupateln 

Paci ltan pada tanggal 26 Novelmbelr 2020. 

Adapun duduk pelkaranya adalah melnguti lp selgala urai lan telntang hal 

selbagai lmana telrmuat dalam gugatan telrselbut yai ltu putusan Pelngadi llan 

Agama Kabupateln Paci ltan delngan Pelrkara Nomor : 

1133/Pdt.G/2020/Pa.Pct, yai ltu: 

Bahwa di l selbuah delsa di l Paci ltan Kelcamatan Telgalombo pelrnah hi ldup 

suami l ilstri l yang belrnama bapak suami l delngan i lstelri lnya yang belrnama sang 

i lbu, kelmudi lan pada hari l kami ls lelgi l, 21 Apri ll 2016 bapak suami l melni lnggal 

duni la di l rumahnya, seldangkan sang i lbu sampai l selkarang masi lh hi ldup.  

Bahwa almarhum suami l delngan sang Ilbu telrselbut di latas melmi lli lkil 

kelturunan 5 (li lma) orang anak selbagai l para ahli l wari ls, yai ltu masi lng-masi lng 

belrnama Pelnggugat 1, Pelnggugat 2, Pelnggugat 3, Pelnggugat 4, Pelnggugat 

5. 

Bahwa selmasa hi ldupnya almarhum suami l delngan sang i lbu sellai ln 

melni lnggalkan para ahli l wari ls pelnggugat 1, pelnggugat 2, pelnggugat 3, 

pelnggugat 4 dan pelnggugat 5, atau keldudukannya di lsi lni l di lselbut para 

pelnggugat, juga tellah melni lnggalkan harta wari lsan tanah kelri lng telrtuli ls 

suami l nomor selki lan,  pelrsi ll no. selki lan a, kellas 16, selluas 2.310 m2, yang 

belrasal dari l pelmbelri lan dari l adi lk almarhum suami l yang belrnama Parno. 

Pelrsi ll 818 tanggal 19 selptelmbelr1959 melmi llilki l batas-batas tanah 
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di lantaranya selbellah utara jalan Delsa, selbellah ti lmur jalan seltapak, tanah 

suami l pelrsi ll 319 c, selbellah barat jalan jelndral sudi lrman, selbellah sellatan 

jalan seltapak tanah dan rumah katwadi l. 

Bahwa pelrlu di lkeltahui l pada tahun 1967 tanah obye lk selngkelta pelrnah 

di ltelmpati l olelh adi lk kandung almarhum suami l delngan melmbuat warung 

kopi l untuk melncukupi l kelbutuhan hi ldup kelluarganya, dan ti ldak belnar di l 

tanah obyelk selngkelta di ldi lri lkan pasar, karelna ada belbelrapa telmpat di ldi lri lkan 

pasar sampai l selkarang mi lsalnya di l congok pelrbatasan Delsa Keltro yang 

sampai l selkarang di ltelmpati l olelh saudara Katno, juga di l Delsa Tompak yang 

sampai l selkarang di ltelmpati l saudara Suci lpto. Kelmudi lan pada tahun 1974 

parno pelrgi l kel Lampung Sumatelra sampai l selkarang. Maka tanah obye lk 

selngkelta telrselbut di l atas olelh suami l selbagi lan di ltanami l keltella, kunyi lt, jahel, 

pi lsang, juga kayu tahun, pi lnus, jati l, celngkelh selrta kellapa. Selmelnjak tahun 

2005 prosels belrcocok tanam polowi ljo dillanjutkan olelh anak suami l 

(pelnggugat v). 

Bahwa selki ltar tahun 1972 s/d tahun 1980 suami l melnjadi l Kelpala 

Dusun (Kasun) \ xxxxxxxxxx, kelmudilan suami l baru melmbangun balai l \ di l 

tanah obye lk selngkelta telrselbut tahun 1978 delngan cara gotong royong 

swadaya masyarakat \ akan teltapi l balai l dusun kali logan bellum sampai l jadi l 

ada musi lbah angi ln puti lng belli lung yang melnelrjang balai l dusun telrselbut 

sampai l ambruk rata delngan tanah. 

Bahwa selki ltar tahun 2005 di lselbagi lan tanah obyelk selngkelta, atas i lzi ln 

dari l sang suami l, pelnggugat v melndi lri lkan rumah dan melnelmpati lnya 
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belrsama kelluarganya. Karelna rumah pelnggugat v yang lama di l selbagi lan 

tanah obyelk selngkelta telrselbut ti ldak layak huni l, maka pada tahun 2012 

di lselbellah rumah yang lama mi lli lk anak suami l telrselbut di lbangunkan rumah 

baru delngan melndapatkan program beldah rumah, yai ltu bantuan sti lmulan 

pelrumahan swadaya atau BSPS dari l pelmelri lntah, antara lai ln delngan 

pelrti lmbangannya harus jellas bahwa status tanahnya.  Selmelntara i ltu, rumah 

yang lama di lpakai l jualan els dawelt olelh bu Purwanti lnil pelnggugat-i lv. 

Bahwa pelrmasalahan i lni l ti lmbul selki ltar tahun 2018 di lmana tanpa i lzi ln 

dan tanpa selpelngeltahan para pelnggugat. Telrgugat-Il sellaku kelpala xxxx 

melmelri lntahkan saudara kasun Kali logan untuk melrusak selcara brutal 

tanaman-tanaman yang belrupa kunyi lt, pi lsang, kayu tahun, pi lnus, jati l, 

kellapa, atau tanaman polowi ljo millilk para ahli l wari ls almarhum suami l 

delngan alat belrat di latas tanah obyelk selngkelta, dan melratakannya delngan 

tanah. Kelmudi lan pada tahun 2019 telrgugat-i l sellaku kelpala xxxxx tanpa ilzi ln 

dan tanpa selpelngeltahuan para pelnggugat melmbangun atau melndi lri lkan 

rumah Poli lndels di lselbagi lan tanah obye lk selngkelta yang telrleltak di l xxxxxxx 

delngan bangunan rumah yang belrtelmbok batako selti lnggi l 3,70 m, belratap 

gelnti lng prels manti lli l, belrlantai lkan kelrami lk delngan bangunan rumah ukuran 

panjang 12,20 m kali l lelbar 8 m, yang melnghadap kel barat. Maka mohon 

kelpada pelngadi llan agama paci ltan agar melnghukum kelpada telrgugat-i l atau 

si lapa saja yang melndapat kuasa hak dari l padanya untuk melmbongkar 

bangunan rumah poli lndels di lselbagi lan tanah obyelk selngkelta mi lli lk almarhum 

suami l yang telrleltak di l xxxxxxx delngan bangunan rumah yang belrtelmbok 
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batako selti lnggi l 3,70 m, belratap gelnti lng prels manti llil, belrlantai lkan kelrami lk 

delngan bagunan rumah Polilndels ukuran panjang 12,20 M kali l lelbar 8 M, 

yang melnghadap kel Barat tanpa syarat apapun. 

Bahwa dalam gugatan harta wari lsan i lni l, para pelnggugat melngi lkut 

selrtakan telrgugat-i li l selbagai l mantan keltua BPD xxxx xxxxxxxxxx karelna 

telrgugat-i li l pada waktu i ltu masi lh aktilf melnjabat sampai l awal 2020 selbagai l 

keltua BPD xxxxxx, yang dalam hal i lni l harus i lkut belrtanggung jawab. Selbab 

selbagai l keltua BPD xxxxx tildak belrfungsi l untuk melmbelri l masukan data 

yang akurat kelpada telrgugat-i l, selhi lngga tahun 2019 telrjadi lnya pelndi lri lan 

bangunan poli lndels, selrta sangat melrugi lkan kelpada para pelnggugat selbagai l 

ahli l wari ls dari l almarhum suami l selbagai l pelmi lli lknya tanah obyelk selngkelta. 

Mohon kelpada pelngadi llan agama paci ltan untuk melnghukum kelpada 

telrgugat-i li l agar tunduk dan patuh pada putusan pelrkara i lni l tanpa syarat 

apapun. 

Bahwa pada bulan agustus 2020 tanpa i lzi ln dan tanpa selpelngeltahuan 

para pelnggugat selbagai l ahli l wari lsnya almarhum suamil telrgugat-i li li l dan 

telrgugat-i lv melnelmpati l bangunan rumah poli lndels telrselbut, di l selbagi lan tanah 

obyelk selngkelta wari lsan pelni lnggalan almarhum suamil sampai l delngan 

selkarang. Mohon kelpada pelngadi llan Agama Paci ltan untuk melnghukum 

kelpada telrgugat-i li li l dan telrgugat-i lv atau si lapa saja yang melndapat kuasa hak 

dari l padanya, agar melnye lrahkan tanah obyelk selngkelta dan bangunan rumah 

poli lndels telrselbut di l atas kelpada para pelnggugat selbagai l ahli l wari ls dari l 

almarhum suami l dalam keladaan kosong tanpa syarat suatu apapun, kalau 
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pelrlu delngan bantuan Kelpoli lsilan. 

Bahwa Para Pelnggugat khawati lr kelpada telrgugat-i l, telrgugat-i li l, 

telrgugat-i li li l dan telrgugat-i lv akan melmi lndah tangankan tanah obye lk selngkelta 

dan bangunan rumah Poli lndels xxxxx telrselbut di latas kelpada orang lai ln. Olelh 

selbab i ltu Para Pelnggugat mohon kelpada yang telrhormat Bapak Keltua 

Pelngadi llan Agama Paci ltan untuk melleltakkan Silta Jamilnan selbellum 

di lmulai lnya pelmelri lksaan pelrkara i lni l telrhadap tanah obyelk selngkelta dan 

bangunan rumah Poli lndels xxxxx telrselbut di latas. 

Adapun melngelnai l hukumnya telntang masalah kelwari lsan, pelngadi llan 

agama paci ltan melmpelrti lmbangkan delngan alasan fakta yang tellah 

telrungkap dalam pelrsi ldangan, yakna para telrgugat melngajukan elkselpsil 

yang pokok pelrkara nya bahwa pelngadi llan agama paci ltan ti ldak belrwelnang 

melnangani l kasus i lni l, karelna melngalami l cacat hukum formi ll yakni l bukan 

wi llayah kelwelnangan pelradi llan agama.  

Pada pelnjabaran elkselpsi l telrgugat, pelrtama melnyatakan bahwa i lsi l 

gugatan pelnggugat salah melnelntukan kelwelnangan absolut pelngadi llan 

agama karelna i lsi l gugatan pada dasarnya  belrcelri lta melngelnai l kelwari lsan atau 

selngkelta harta wari ls yang bellum di l bagi l olelh pi lhak pelnggugat dan melnjadi l 

ti ldak jellas selsungguhnya gugatan para Pelnggugat i lni l masuk dalam 

kuali lfi lkasi l gugatan harta wari lsan ataukah masuk dalam kuali lfi lkasi l selngkelta 

atas hak kelpelmi lli lkan atau pelrbuatan mellawan hukum. Bahwa selsuai l delngan 

kelwelnangan absolut Pelngadi llan Agama belrdasarkan pasal 49 Undang-

Undang Nomor 3 tahun 2006 telntang Pelrubahan atas Undang-Undang 
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Nomor 7 Tahun 1989 dan Pelrubahan keldua Undang- Undang Nomor 50 

Tahun 2019 telntang Pelngadi llan Agama selrta asas pelrsonali ltas keli lslaman 

melnjadi l dasar Kompeltelnsi l Absolut Pelngadi llan Agama dalam melnelri lma, 

melmelri lksa, melmutus dan melnyellelsai lkan pelrkara-pelrkara: Pelrkawi lnan, 

Kelwari lsan, Wasi lat, Hi lbah, Wakaf, Zakat, Ilnfak, Shadaqah, dan Elkonomi l 

Syari lah; 

Keldua i lsi l gugatan pelnggugat salah melnelntukan subjelk hukum bahwa 

ti ltell gugatan para pelnggugat adalah telntang “Gugatan Harta Wari lsan” yang 

di ldalamnya melnyatakan pula sahnya para ahli l wari ls dari l suami l. Maka 

keldudukan hukum mana yang dapat melnari lk para telrgugat untuk di ltari lk 

selbagai l subjelk hukum dalam gugatan para pelnggugat i lni l, seldangakan 

telrgugat ti ldak ada hubungan darah delngan pelnggugat, bukan saudara 

pelnggugat, bahkan kelrabat dari l pelnggugat. Maka dari l i ltu, keldudukan 

hukum diltari lknya para telrgugat olelh para pelnggugat sungguh ti ldak jellas apa 

hukum nya karelna melnyangkut status telrgugat di lsi lni l selbagai l apa, si lapa.  

Kelti lga i lsi l gugatan pelnggugat kabur atau ti ldak jellas atau obscurel li lbell. 

Bahwa gugatan para Pelnggugat kabur di lkarelnakan Para Pelnggugat 

melmbelri lkan ti ltell surat gugatannya delngan “Gugatan Harta Wari lsan”, 

telrhadap tanah tanah yang kelmudi lan dalam pelrkara i lni l di lselbut selbagai l 

obyelk selngkelta, melncelrmati l jelni ls gugatan yang di lajukan olelh para 

Pelnggugat adalah gugatan delngan jelni ls gugatan kumulati lf yai ltu 

pelnggabungan dua atau lelbi lh jelni ls gugatan keldalam satu gugatan. 

Pelnggabungan jelni ls gugatan kumulati lf i lnil telrmasuk dalam kumulatilf 
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objelkti lf, di lmana telrhadap gugatan i lni l harus telrdapat hubungan yang elrat 

atau konelksi ltas selbab aki lbat antara pelrkara yang satu delngan yang lai lnnya, 

dan akan melmudahkan dalam pelmelri lksaan selrta akan melncelgah 

kelmungki lnan adanya putusan- putusan yang sali lng belrtelntangan, olelh 

karelna pelnggabungan jelni ls gugatan i lni l ti ldak jellas dan melmbi lngungkan 

maka sudah selpantasnya apabi lla gugatan para Pelnggugat di lnyatakan di ltolak 

atau selti ldak-ti ldaknya ti ldak dapat di ltelri lma.61 

2. Pertimbangan Hakim Dalam Menolak Perkara Nomor :  

1133/Pdt.G/2020/Pa.Pct  

Pelrti lmbangan hukum yang di lgunakan majelli ls haki lm dalam melmutus 

di l Pelngadi llan Agama Kabupateln Paci ltan selbagai l belri lkut, yang mana 

belrdasarkan hasi ll wawancara yang tellah di llakukan olelh pelnelli lti l delngan 

belbelrapa haki lm Pelngadi llan Agama Kabupateln Paci ltan sellaku i lnforman 

dalam pelnelli lti l i lni l, adalah : 

a. Drs. Miswan, S.H. 

Bapak Drs. Mi lswan, S.H. sellaku Keltua Majelli ls Haki lm dil 

Pelngadi llan Agama Kabupateln Paci ltan, belli lau melnyatakan pellaksanaan 

pelrsi ldangan telrhadap Putusan Pelrkara Nomor : 1133/Pdt.G/2020/Pa.Pct.  

“Pellaksanaan Pelrsi ldangan Pelrkara nomor: 1133/Pdt.G/2020/Pa.Pct 

selsuai l delngan Hukum yang belrlaku.  langkah awal  melndaftarkan 

pelrkaranya telrlelbi lh dahulu, lalu melmbayar panjar pelrkara telrlelbi lh 

dahulu agar melndapat nomor pelrkara. Seltellah melndapatkan nomor 

pelrkara di lcatat olelh peltugas di lmasukkan keldalam relgi lstelr. Lalu 

di lselrahkan kelpada Keltua Pelngadi llan yang akan melnunjuk majellils haki lm 

dan keltua majelli ls haki lm. 

Pellaksanaan pelrsi ldangan di lselrahkan selpelnuhnya kelpada keltua 

                                                      
61 putusan  pengadilan Agama Trenggalek nomor: 1133/Pdt.G/2020/Pa.Pct. 
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majelli ls haki lm dan pelneltapkan PHS (Pelneltapan Hari l Si ldang). Pani ltelra 

juga melneltapkan pani ltelra pelngganti l dan melnunjuk jurusilta. Jurusi lta 

belrtugas melmanggi ll para pi lhak di lhari l pelrtama si ldang delngan kurun 

waktu 3 atau 2 mi lnggu untuk wi llayah Paci ltan, seldangkan untuk luar 

daelrahPaci ltan di ltambah 1 mi lnggu atau 4                     mi lnggu, pelmanggi llan mellaui l 

kantor pos. Dalam pelrkara i lni l pelmanggi llannya seljak PHS diltelntukan 

waktunya 3 mi lnggu. 

Pellaksanaan si ldang pelrtama keldua bellah pi lhak Pelnggugat dan 

telrgugat hadi lr di l pelrsi ldangan. Kelduanya mellakukan meldi lasi l yang 

di lpi lmpiln langsung haki lm meldi lator Pelngadi llan Agama Paci ltan. Meldi lasi l 

belrjalan sellama belbelrapa waktu dan keldua bellah pi lhak ti ldak melnelmukan 

ti ltilk telmu atau solusi l pelrmasalahan telrselbut. Akhi lrnya pi lhak pelnggugat 

melmi lnta untuk pelrsi ldangan di llanjutkan kel tahap sellanjutnya yai ltu 

pelmelri lksaan Pelrkara dan di llanjutkan pelmbacaan Gugatan Pelnggugat. 

Dan sampai l belrjalan kel Pelrsi ldangan-pelrsi ldangan sellanjutnya hi lngga 18 

kali l pelrsi ldangan.” 

 

Apa pelnye lbab putusan nomor : 1133/Pdt.G/Pa.Pct gugatannya 

ti ldak di ltolak, yai ltu: 

“Dalam pelrkara 1133/Pdt.G/2020/PA.Pct, para Pelnggugat dalam 

salah satu pelti ltumnya mi lnta para Pelnggugat di lteltapkan selbagai l ahli l wari ls 

Amat Kardjan, namun telrnyata masi lh ada 1 ahli l wari ls amat kardjan yang 

ti ldak di lmasukkan selbagai l Pelnggugat yai ltu i lstri lnya yang belrnama 

Boi lye lm, maka belrdasarkan pasal 174 ayat (1) dan (2) KHIl pelti ltum 

telrselbut ti ldak dapat di ltelri lma. 

Seldangkan dalam pelti ltum angkat 4 dan 5 para Pelnggugat mohon 

agar obyelk selngkelta di lteltapkan selbagai l harta pelni lnggalan dari l amat 

kardjan, karelna para Pelnggugat ti ldak bi lsa melmbukti lkan maka pelti ltum 

i lni l diltolak” 

 

Pelrti lmbangan yuri ldi ls yang di llakukan Haki lm dalam melnolak 

gugatan pelnggugat, selbagai l belri lkut: 

“Majelli ls Haki lm  dalam melmutus pelrkara i lni l melnggunakan dasar 

hukum pasal 163 HIlR, karelna para Pelnggugat ti ldak bi lsa melmbuktilkan 

selluruh dali ll gugatannya maka gugatan di ltolak” 

Apakah yang melnjadi l pelrti lmbangan haki lm melnelri lma dan 

mellanjutkan kel prosels pelmbacaan gugatan di l pelrsi ldangan dalam pelrkara 
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nomor: 1133/Pdt.G/2020/Pa.Pct, selbagai l belri lkut: 

“Karelna upaya pelrdamai lan dan meldi lasi l ti ldak belrhasi ll, maka selsuai l 

delngan hukum acara yang belrlaku pelmelri lksaan harus di llanjutkan kel 

tahapan belri lkutnya. (pellajari l tahapan pelmelri lksaan pelrkara).” 

Melnurut majelli ls haki lm, apakah gugatan 1133/Pdt.G/2020/Pa.Pct 

telrmasuk gugatan cacat formi ll dan Bagai lmana melnurut pandangan 

haki lm, selbagai l belri lkut: 

“Melnurut Majelli ls Haki lm ti ldak cacat formi ll teltapi l para Pelnggugat 

ti ldak bi lsa melmbukti lkan dali ll-dali ll gugatanya”. 

Apa yang melnjadi l pelrti lmbangan hukum i lslam dalam melnolak 

pelrkara telrselbut, selbagai l belri lkut: 

“Karelna pelrkara di ltolak, maka pelrti lmbangan murni l dari l si lsi l hukum 

acara yai ltu pasal 163 HIlR yang belrbunyi l: Barang si lapa melngaku 

melmpunyai l suatu hak, atau melnyelbutkan suatu keljadi lan untuk 

melnelguhkan hak i ltu atau untuk melmbantah hak orang lai ln, harus 

melmbukti lkan adanya hak i ltu atau adanya keljadi lan i ltu. (KUHPelrd. 

1865)”. 

Belrdasarksn pelrti lmbangan-pelrti lmbangan telrselbut, maka sudah 

selwajarnya gugatan di l tolak, karelna ti ldak dapat melmbukti lkan selmua 

dali ll gugatannya. Majelli ls haki lm melngambi ll dasar hukum yai ltu pasal 163 

HIlR yang belrbunyi l “Barang si lapa melngaku melmi llilki l suatu hak, atau 

melnye lbutkan suatu keljadi lan untuk  keljadi lan untuk melnelguhkan hak i ltu 

atau untuk melmbantah hak orang lai ln, harus melmbuktilkan adanya hak 

i ltu atau adanya keljadi lan i ltu. Dan dasar majelli ls haki lm mellanjutkan ke l 

tahap pelrsi ldangan karelna melngacu pada dasar Hukum Acara Pelradi llan 

Agama Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 telntang 
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Pelradi llan Agama selbagai lmana tellah di lubah delngan Undang-undang 

Nomor 3 Tahun 2006 dan           Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. 

Pasal 129 Kompi llasil Hukum Ilslam Pelngadi llan Agama Paci ltan 

belrwelnang melmelri lksa, melngadi lli l dan melmutus pelrkara i lni l. 

b. Dra. Nurhabibah 

Hasi ll wawancara delngan belli lau Dra. Nurhabi lbah, belli lau 

melnyatakan Bahwasannya pada Pelrkara Gugatan Wari ls nomor: 

1133/Pdt.G/2020/Pa.Pct. Selbagai l belri lkut: 

“Dasar haki lm melnolak gugatan pelnggugat, bahwa pelnggugat ti ldak 

bi lsa melmbuktilkan dali ll gugatannya, selsuai l pasal 163 HIlR. sellai ln i ltu, 

pelnggugat juga melngajukan pelnggabungan dua gugatan, yai ltu yang 

pelrtama gugatan selngkelta tanah, yang keldua adalah pelnggugat melmi lnta 

Pelngadi llan Agama Paci ltan untuk melnjadi lkan Pelnggugat ahli l wari ls yang 

sah pada selbi ldang tanah yang bellum di lbagi l olelh mawari ls, padahal pi lhak 

pelnggugat masi lh melmi lli lki l i lbu. 

Belrdasarkan i lsi l gugatan yang pelrtama, gugatan selngkelta tanah. 

haki lm melmandang bahwa pelnggugat ti ldak dapat melmbukti lkan dali ll-

dali ll yang melnyatakan bahwa tanah yang di lselngkeltakan adalah tanah 

pelnggugat, maka dari l i ltu haki lm melnyatakan melnolak selluruh gugatan 

pelnggugat. Dan gugatan yang keldua, haki lm melngkaji l lelbi lh dalam buktil-

bukti l yang yang di llayangkan olelh pi lhak-pi lhak pelnggugat, dan telrnyata 

Ilbu pelnggugat masi lh hi ldup, dan belrdasarkan kompi llasi l hukum 

i lslam(KHIl) pasal 176, bahwasanya i lbu adalah salah satu ahli l wari ls sellai ln 

ahli l wari ls yang lai lnya, dan juga belrhak melnelri lma harta wari lsan.” 

 

Bagai lmana prosels jalannya pelrsi ldangan pelrkara gugatan nomor: 

1133/Pdt.G/2020/Pa.Pct, selbagai l belri lkut: 

“Bahwasanya gugatan Pelnggugat di ltolak di l Pelngadi llan Agama 

Paci ltan, dan Pelnggugat ti ldak melnelri lma, akhi lrnya melngajukan bandi lng 

di l Pelngadi llan Ti lnggi l Agama Surabaya, Akan teltapi l Gugatannya ti ldak 

di ltelri lma atau ni lelt ontvankelli ljkel velrklaard delngan pelrti lmbangan 

gugatannya melnyalahi l kelwelnangan Pelngadi llan Ti lnggi l Agama 
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Surabaya.” 

Belrdasarkan pelrti lmbangan-pelrti lmbangan telrselbut, dapat 

di lsilmpulakan haki lm melnolak selluruh gugatan pelnggugat karelna 

pelnggugat ti ldak dapat melmbukti lkan dali ll selmua gugatanya. Pelnggugat 

melngajukan gugatan gabungan, yang pelrtama gugatan selngkelta tanah 

dan yang keldua dalam pelti ltumnya pelnggugat melmilnta Pelngadi llan 

Agama Paci ltan untuk melnjadi llan ahli l wari ls yang sah, padahal i lbu 

pelnggugat masi lh hi ldup. Seltellah di lputus di l Pelngadi llan, dan di lnyatakan 

gugatan Pelnggugat di ltolak, Pelnggugat pun ti ldak telri lma dan melngajukan 

bandi lng di l Pelngadi llan Ti lnggi l Agama Surabaya, dan gugatannya ti ldak 

di ltelri lma atau ni lelt ontvankelli ljkel velrklaard karelna melnyalahi l kelwelnangan 

Pelngadi llan Agama. 

Pelrti lmbangan haki lm sudah selsuai l delngan hukum yang belnar, 

adapun yang sellalu di l gunakan untuk melmutus pelrkara adalah hukum 

formi ll dan matelri ll. Pelrti lmbangan hukum melrupakan i lntil sari l putusan 

yang belri lsi l anali lsi ls, argumelntasi l, pelndapat atau kelsi lmpulan hukum dari l 

haki lm yang melmelri lksa pelrkara. Sellanjutnya di lcantumkan pula hukum 

apa yang di ltelrapkan dalam melnyellelsai lkan pelrkara telrselbut. Anali lsi ls 

telntang pelrti lmbangan i ltu kelmudi lan di ltuangkan dalam belntuk 

argumelntasi l yang objelkti lf dan rasi lonal dalam putusan pelngadi llan. 

Belrdasarkan argumelntasi l telrselbut haki lm melnjellaskan pelndapatnya dan 

di lrumuskan melnjadi l kelsi lmpulan hukum selbagai l dasar landasan 

pelnye llelsai lan pelrkara yang akan di ltuangkan dalam di lctum. Bahwa 
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Majelli ls haki lm melngurai lkan pelrti lmbangan hukum yang mellatar 

bellakangi l gugatan harus di lnyatakan gugatan Pelnggugat ti ldak dapat 

di ltelri lma ni lelt ontvankelli ljkel velrklaard. 
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BAB IV 

ANALISIS HUKUM ACARA PERADILAN PERKARA GUGATAN 

WARIS DALAM PUTUSAN NOMOR: 1133/Pdt.G/2020/Pa.Pct 

DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN PACITAN 

A. Analisis Hukum Acara Peradilan Terhadap Ditolaknya Gugatan Waris 

Dalam Putusan Nomor 1133/Pdt.G/2020/Pa.Pct Di Pengadilan Agama 

Pacitan 

Apabi lla di lti lnjau dalam hukum acara pelradi llan Agama, pelrkara gugatan 

Wari ls nomor: 1133/Pdt.G/2020/Pa.Pct adalah gugatan wari ls yang ti ldak dapat 

di ltelri lma, karelna ti ldak selsuai l delngan kelwelnangan Pelradi llan Agama, 

selbagai lmana di latur dalam UU Nomor 3 tahun 2006 telntang pelrubahan atas UU 

No.7 Tahun 1989, dan pelrubahan keldua UU Nomor 50 Tahun 2009 telntang 

pelradi llan agama selrta asas pelrsonali ltas keli lslaman melnjadi l dasar kompeltelnsil 

absolut Pelngadi llan Agama dalam melnelri lma, melmelri lksa, melmutus, dan 

melnye llelsai lkan pelrkara-pelrkara yai ltu Pelrkawi lnan, Wari ls, Wasi lat, Hi lbah, Zakat, 

Ilnfaq, Shodaqoh, dan Elkonomi l syari lah.  

Bahwasanya dalam gugatan telrselbut ti ltell gugatan pelnggugat adalah 

harta wari lsan, seldangkan dalam i lsi l gugatan pelnggugat juga belrcelri lta selngkelta 

tanah antara pelnggugat dan telrgugat atas objelk hak mi lli lk tanah. Selmelntara 

pelnggugat dan telrgugat ti ldak ada hubungan nasab,  dan ti ldak ada hubungan 

darah delngan almarhum ayah pelnggugat. Maka selsuai l delngan keltelntuan hukum 

di latas gugatan pelnggugat melnjadi l ti ldak jellas gugatan pelnggugat i lni l masuk pada 

kuali lfi lkasi l gugatan wari ls atau gugatan atas selngkelta tanah(pelrbuatan mellawan  
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hukum).Olelh selbabnya, gugatan pelnggugat ji lka di llilhat dari l dasar hukum di latas, 

yakni l salah dalam melnelntukan kompeltelnsi l absolut pelngadi llan Agama atau 

gugatan cacat formi ll, dan pelngadi llan Agama ti ldak belrhak melnelri lma, melmutus, 

selrta melnyellelsai lkan. Selti ldak-ti ldaknya gugatan ti ldak di ltelri lma.   

Selharusnya dalam pelmbuatan surat gugatan dasar hukum yang 

di lgunakan adalah Pasal 118 ayat (1) HIlR, Pasal 120 HIlR, Pasal 8 ayat 3 Rv, 

Pasal 123 HIlR jo. SElMA No. 1 Tahun 1971 jo. SElMA No. 4 Tahun 1996. Dasar  

aturan hukum telrselbut pelnggugat belbas melrumuskan surat gugatannya yang 

belrhubungan delngan keljadi lan matelri ll yang melnjadi l dasar gugatannya. Belbelrapa 

keltelntuan telrselbut melmang harus di lpelrhati lkan dalam melnyusun gugatan yang 

akan di lajukan kel pelngadi llan yang belrwelnang, selbab sangat melmpelngaruhi l 

kelselmpurnaan gugatan. Selmpurna ti ldaknya selbuah gugatan akan belri lmpli lkasil 

telrhadap pelrti lmbangan haki lm dalam melni llai l silnkroni lsasi l antara urai lan yang 

melnjadi l dasar gugatan delngan tuntutan yang di lmohonkan kel pelngadi llan. 

Selmaki ln jellas selbuah gugatan selmaki ln melmudahkan prose ls 

pelmelri lksaan. Kelselmpurnaan selbuah gugatan adalah salah satu langkah awal 

pelnggugat untuk melyaki lnkan majelli ls haki lm yang melmelri lksa dan melngadi lli l 

pelrkara telrselbut telrkai lt dali ll yang telruai l dalam surat gugatan. Selbagai lmana 

dasar hukum di latas surat gugatan selcara telrtuli ls harus selsuai l delngan Pasal 118 

ayat (1) HIlR, gugatan yang di lajukan selcara li lsan Pasal 120 HIlR, dan gugatan 

yang di lajukan mellalui l kuasa hukum  Pasal 123 HIlR jo. SElMA No. 1 Tahun 

1971 jo. SElMA No. 4 Tahun 1996 selbagai l dasar telntang syarat melngajukan 

gugatan selcara bai lk dan belnar.  Gugatan yang selmpurna adalah surat gugatan 
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delngan formulasi l yang melmelnuhi l syarat selsuai l delngan Pasal 8 ayat 3 Rv. 

Apabi lla formulasi l surat gugatan ti ldak di lpelnuhi l yang melngandung cacat formi ll 

kabur obscur li lbell, maka aki lbat hukumnya adalah gugatan telrselbut di lnyatakan 

ti ldak dapat di ltelri lma (ni lelt ontvankelli ljkvelrklaard). 

Sellanjutnya, Gugatan Pelnggugat salah dalam melnelntukan subjelk 

hukum(Elrror i ln Pelrsona). Bahwa ti ltlel gugatan pelnggugat adalah gugatan wari ls, 

di l dalamnya belri lsi l pula sahnya para ahli l wari ls dari l ayah pelnggugat. Selsuail 

delngan hukum wari ls yang di latur dalam Al-qur’an Surat an-Ni lsa, ayat 11, 12, 

dan 33, selrta KHIl Pasal 176 yang melngatur hal telntang kelwari lsan.62 Selmelntara  

dalam i lsi l gugatan Pelnggugat juga belrcelri lta telntang selngkelta tanah antara 

pelnggugat dan telrgugat, yang mana pelnggugat ti ldak melmi llilki l hubungan nasab, 

dan hubungan darah. Maka keldudukan hukum mana yang dapat melnari lk   

telrgugat selbagai l subjelk hukum dalam gugatan pelnggugat i lni l. Maka, status  

hukum telrgugat dalam pelrkara i lni l ti ldak jellas status hukumnya, dan sudah 

sellayaknya telrhadap gugatan pelnggugat di lnyatakan  elrror i ln pelrsona. 

Selharusnya pelnggugat dari l awal melndaftarkan kasus selngkeltanya ke l 

jalur hukum, pelnggugat telrlelbi lh dahulu belrtanya kelpada selorang konsultan 

hukum yang belrpelngalaman atau datang langsung kel pelngadi llan agama maupun 

nelgelri l. Tujuanya supaya pelnggugat melmpelrolah pelngeltahuan selrta arahan 

melngelnai l proseldur pelradi llan. Sellai ln iltu, bagi l pelnggugat yang belnar-belnar buta 

huruf, belrdasarkan Pasal 120 HIlR gugatan bi lsa di lsampai lkan selcara li lsan kelpada 

                                                      
62 Munraif, dan Asbar tantu, Hukum Waris Islam Dan Hukum Waris Perdata Di Indonesia, 

Jurnal Ilmu Hukum dan Ekonomi Islam, 04(2) Juli 2022, 141-142. 
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keltua pelngadi llan untuk sellanjutnya di lformulasi l melnjadi l selbuah surat gugatan 

yang mudah untuk di lpahami l apabi lla pi lhak pelnggugat melmbacanya. Seltellah i ltu,   

di ltujukan kelpada pi lhak pelnggugat, dan apabi lla pelnggugat melrasa cocok delngan 

selmua dali ll posilta maupun pelti ltum pilhak pelnggugat, maka gugatan selgelra 

di lprosels olelh keltua atau haki lm yang di ltunjuk untuk melnangani l kasus telrselbut, 

selrta melnghi lndari l oknum-oknum yang ti ldak belrtanggung jawab yang hanya 

melncari l keluntungan tanpa melmi lki lrkan hukum yang belrlaku.  

Sellai ln iltu, gugatan pelnggugat juga ti ldak jellas atau kabur(Obscuurel 

Lilbell). Melncelrmati l jelni ls gugatan yang di lhdaftarkan olelh pelnggugat yaknil 

telrmasuk gugatan Komulati lf  yai ltu pelnggabungan dua jelnils gugatan atau lelbi lh 

keldalam satu jelni ls gugatan. Bahwa pelnggabungan dua jelni ls gugatan i lni l masuk 

pada gugatan komulati lf objelkti lf, di lmana telrhadap gugatan i lni l harus telrdapat 

hubungan yang elrat(konelksi ltas) atau selbab aki lbat antara pelrkara yang satu 

delngan yang lai lnnya, dan akan melmudahkan dalam pelmelri lksaan selrta  

melncelgah adanya putusan-putusan yang sali lng belrtelntangan-belrtelntangan. 

Melnunjuk pada dua jelni ls gugatan komulati lf antara gugatan harta wari lsan dan 

gugatan selngkelta tanah yang di lajukan olelh pelnggugat. Maka, apakah keldua 

gugatan jelni ls i lni l dapat di lgabung dalam satu gugatan, atau ada hubungan 

elrat(konelksi ltas), hal telrselbut adalah pelrtanyaan yang sangat rasi lonal. Seldangkan 

dapat di lkeltahui l bahwa gugatan harta wari lsan yai ltu selngkelta hak(eli lgelndom), dan 

gugatan telrhadap selngkelta kelpelmi lli lkan telrhadap suatu objelk adalah belzi lt. Olelh 

karelna i ltu, jelni ls pelnggabungan i lni l ti ldak jellas, dan sangat melmbuat bi lngung. 
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Selharusnya dalam gugatan komulati lf objelkti lf atau pelnggabungan 2 

gugatan atau lelbi lh, melmi llilki l belbelrapa syarat di lantaranya, pelrtama telrdapat 

hubungan elrat antara gugatan satu delngan gugatan yang lai ln, selbagai l contoh 

gugatan pelrcelrai lan delngan gugatan harta gono gi lni l, dan hak asuh anak. Keldua, 

antara pelnggugat dan telrgugat telrdapat hubungan hukum. Selpelrti l gugatan wari ls 

antara anak delngan i lbu kandung, dan bagi lan kelluarga yang masi lh seldarah.  

Delngan delmi lki lan dapat dapat di ltari lk kelsi lmpulan, bahwasanya Pelrkara 

Gugatan Wari ls dalam Putusan nomor: 1133/Pdt.G/2020/Pa.Pct  di l Pelngadi llan 

Agama Paci ltan bukan melrupakan pelrkara wari ls selsuai l delngan yang di latur dalam 

UU Nomor 3 tahun 2006 telntang pelrubahan atas UU No.7 Tahun 1989, dan 

pelrubahan keldua UU Nomor 50 Tahun 2009 telntang pelradi llan agama selrta asas 

pelrsonali ltas keli lslaman melnjadi l dasar kompeltelnsi l absolut Pelngadi llan Agama, 

dalam pelrkara kelwari lsan yang di lmaksud pasal ayat (1) huruf b adalah pelnelntuan 

si lapa-si lapa saja yang belrhak melnjadi l ahli l wari ls dan mellakasanakan pelmbagi lan 

harta pelni lnggalan telrselbut, teltapi l lelbi lh celndelrung melrupakan pelrkara pelrdata 

umum yang jellas bukan melnjadi l kelwelnangan pelngadi llan agama. 

B. Analisis Hukum Acara Peradilan Terhadap Pertimbangan Hakim 

Melanjutkan Persidangan Perkara Gugatan Waris Putusan Nomor 

1133/Pdt.G/2020/Pa.Pct Di Pengadilan Agama Pacitan 

Dalam suatu pelrkara di l pelngadi llan agama,  majelli ls Hakilm melmi llilki l 

pelrti lmbangan hukum selndi lri l dalam selbuah pelrsi ldangan kasus telrtelntu, selsuai l 

delngan pelri lsti lwa, dali ll gugatan, elkselpsi l, elkselpsi l telrgugat, dan pasal-pasal 

telrtelntu dalam pelraturan pelrundang-undangan maupun hukum yang ti ldak 
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telrtuli ls, selrta di ltambah delngan alat bukti l yang ada.  

Dalam pelrkara nomor: 1133/Pdt.G/2020/Pa.Pct, Majelli ls Haki lm 

melmpunyai l pelrti lmbangan atau pelnalaraan hukum untuk mellanjutkan 

pelrsi ldangan, di lantaranya, selbagai l belri lkut: 

Pelrtama, majelli ls haki lm belrpelndapat, bahwa dalam gugatan pelnggugat 

masi lh kelwelnangan pelngadi llan Agama atau gugatan ti ldak cacat formi ll, walaupun 

dalam i lsil gugatan pelnggugat banyak melmbahas telntang selngkelta tanah. Dalam 

putusannya haki lm juga ti ldak melndali llkan adanya cacat formi ll atau melnyalahi l 

kelwelnangan pelngadi llan agama. Maka, majelli ls haki lm melnolak selluruh elkselpsil 

telrgugat yang belrpelndapat bahwa gugatan ti ldak selsuai l kelwelnangan pelngadi llan 

agama atau kompeltelnsi l absolut.  

Keldua, majelli ls haki lm juga melnyampai lkan gugatan pelnggugat ti ldak 

elrror i ln pelrsona atau salah dalam melnelntukan objelk, karelna dalam pasal 50 

undang-undang Nomor 3 tahun 2006 atas pelrubahan undang-undang nomelr 7 

tahun 1989 telntang pelradi llan agama di lselbutkan bahwa dalam ayat (1) Dalam 

hal telrjadil selngkelta hak mi lli lk atau selngkelta lailn dalam pelrkara selbagai lmana 

pelrkara yang di l maksud dalam pasal 49, khusus objelk selngkelta telrselbut harus 

di lputus lelbi lh dahulu olelh pelradi llan umum. Sellanjutnya, dalam ayat (2) apabi lla 

telrjadi l selngkelta hak mi llilk selbagai lmana dalam ayat (1) yang subjelk hukumnya 

antara orang-orang Ilslam, objelk telrselbut di lputus olelh pelngadi llan agama 

belrsama-belrsama pelrkara selbagai lmana di lmaksud dalam pasal 49. Maka dapat 

di ltari lk kelsi lmpulan dalam undang-undang pasal 50 ayat (2) melmbelri l 

kelwelnangan pelngadi llan agama untuk melmutus selngelkelta mi lli lk atau 
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kelpelrdataan lai ln yang di latur dalam pasal 49 apabi lla subjelknya antara orang-

orang i lslam. Olelh karelna i ltu, pada saat melmbangun polilndels tahun 2019 posi lsil 

telrggugat masi lh melnjabat selbagai l kelpala delsa, maka ti ldak salah apabi lla majelli ls 

haki lm melnari lk telrgugat 1 selbagai l kelpala delsa pucangombo,dan melnolak elkselpsi l 

telrgugat yang melnyatakan bahwa gugatan pelnggugat salah melneltukan subjelk 

hukum atau elrror i ln pelrsona. 

Kelti lga, majelli ls haki lm belrpelndapat bahwa gugatan pelnggugat ti ldak ada 

obscur li lbell atau gugatan kabur, karelna pada dasarnya gugatan pelnggugat i ltu 

telrkai lt delngan masalah pelni lnggalan harta wari lsan dari l almarhum ayah 

pelnggugat yang bellum di lbagi l wari ls hi lngga selkarang, selbagi lan harta telrselbut 

tellah di lbangun poli lndels olelh telrgugat satu. Maka delngan dasar ayat (2) pasal 50 

undang-undang Nomor 3 tahun 2006 atas pelrubahan undang-undang nomelr 7 

tahun 1989 delngan i lsi lnya yang telrcantum di latas, maka majelli ls haki lm 

belrpelndapat bahwa gugatan pelnggugat ti ldaklah kabur atau obscur li lbell, maka 

elkselpsi l telrgugat yang melnyatakan telrselbut, sudah harus di ltolak dan di lnyatakan 

ti ldak belralasan.  

Kelelmpat, haki lm melmpelrti lmbangkan delngan Pelrma nomor 1 Tahun 

2016 yai ltu “selmua selngkelta pelrdata yang di lajukan di l Pelngadi llan telrmasuk 

pelrkara pelrlawanan(Velrzelt) atas Putusan Velrstelk dan pelrlawanan pi lhak yang 

belrpelrkara (Pelrti lj Velrzelt) maupun pi lhak kelti lga (delrdeln Velrzelt) telrhadap 

pellaksanaan putusan yang belrkelkuatan hukum teltap, waji lb di lupayakan telrlelbi lh 

dahulu di lupayakan meldi lasi l, kelcuali l di ltelntukan lai ln pelraturan Mahkamah Agung 
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i lni l”.63 Teltapi l, ji lka prosels meldi lasi l ti ldak mampu melnye llelsai lkan pelrselngkeltaan, 

maka tahap sellanjutnya yang di l telmpuh adalah tahap pelmelri lksaan pelrkara, dan 

sellanjutnya masuk tahap pelmbacaan gugatan pelnggugat dan sampai l tahap 

sellanjutnya. Dasar hukum sellanjutnya yang di lgunakan Majelli ls Haki lm untuk 

melmutus Pelrkara i lni l yai ltu pasal 163 HIlR yang belrbunyi l: Barangsi lapa melngaku 

melmpunyai l suatu hak, atau melnyelbutkan suatu keljadi lan untuk melnelguhkan hak 

i ltu atau untuk melmbantah hak orang lai ln, harus melmbukti lkan adanya hak i ltu 

atau adanya keljadi lan i ltu (KUHPelrd. 1865).64 Dari l pelrkara telrselbut, Pelnggugat 

ti ldak mampu melmbukti lkan sellurh dali ll Gugatan Pelnggugat. Maka, mellalui l 

Musyawarah Majelli ls Haki lm selbellum melmutus pelrkara, haki lm melnjatuhkan 

selmua gugatan Pelnggugat selluruhnya gugatannya di ltolak, dan pelnggugat 

di lhukum melmbayar selluruh panjar bi laya. 

Selmelntara i ltu, dari l belbelrapa alasan di latas, apabi lla di llilhat dari l sudut 

pandang hukum, jellas salah dan gugatanya sangat melmbi lngungkan. Alasan 

pelrtama  haki lm melmandang bahwa pelrkara di latas selsuai l delngan kelwelnangan 

absolut pelngadi llan agama atau gugatan ti ldak cacat formi ll, mulai l ti ltlel gugatan, 

dan i lsi l gugatan. Padahal pelrnyataan haki lm telrselbut salah, karelna dalam gugatan 

pelnggugat ti ltlel gugatannya selngelkelta wari ls, seldangkan i lsi l gugatan banyak 

melmbahas selngkelta tanah, jellas i lni l melnyalahi l kelwelnangan pelngadi llan agama, 

walaupun dalam putusannya haki lm ti ldak melndali llkan gugatan cacat formi ll atau 

melnyalahi l kelwelnangan pelngadi llan agama. Sellayaknya gugatan di latas masuk 

                                                      
63 Perma Mahkamah Agung nomor 1 Tahun 2016. 

64 Kitab Undang-undang Hukum Perdata 
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dalam ranah pelngadi llan umum atau nelgelri l. akan teltapi l bagai lmana lagi l, namanya 

haki lm belrkuasa dalam prosels jalanya pelngadi llan. Selharusnya majelli ls haki lm 

lelbi lh mampu melngi ldelnti lfi lkasi l pelrkara yang masuk dalam pelngadi llan, agar 

pelrkara yang melnyalahi l kelwelnangan pelngadi llan agama ti ldak belrlarut-larut 

di llanjutkan dil dalam pelrsi ldangan, karelna apabi lla telrjadi l kelsalahan dalam prosels 

jalannya hukum di l pelngadi llan akan belraki lbat melnurunya ellelktabi lliltas 

masyarakat telrhadap pelngadi llan agama.  

Alasan keldua, majelli ls haki lm melmandang bahwa gugatan ti ldak elrror i ln 

pelrsona atau kabur, seldangkan di lli lhat dasar hukum yang di lgunakan dalam surat 

gugatan selpelrti l ti ldak masuk akal, yang jellas haki lm melnari lk telrgugat satu yang 

ti ldak ada hubungan darah, nasab, maupun kelrabat delngan pelnggugat, 

melnggunakan dasar dali lh melmbolelhkan belrpelrkara delngan pelrkara di lluar 

pelngadi llan agama dan bi lsa di lsellelsai lkan selcara belrsama-sama di l pelngadi llan 

agama, asal pelnggugat dan telrgugat sama-sama belragama i lslam. hal i ltu, jellas 

melnyalahi l aturan hukum yang ada. Dalam hal i lni l, kuasa hukum kurang telli ltil 

dalam surat gugatan yang di ldaftarkan kel pelngadi llan. Apabi lla kuasa hukum 

melngeltahui l bahwa gugatan telrselbut salah, sudah selwajarnya melrelka ti ldak 

melnye llelsai lkan pelrkara di latas di l pelngadi llan agama, dan harus di lsellelsai lkan di l 

pelngadi llan umum atau nelgelri l.  

Alasan kelti lga, melnurut majelli ls haki lm gugatan pelnggugat obscur li lbell 

atau gugatan kabur, gugatan i lni l jellas-jellas sangat melmbi lngungkan, karelna ada 

pelnggabungan gugatan wari ls dan gugatan selngkelta tanah, yang kelduanya ti ldak 

ada konelksi ltas atau kelsi lnambungan sama selkali l apabi lla melnggunakan dasar 
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hukum acara pelradi llan agama. Sellai ln i ltu, dalam pelrkara i lni l antara pelnggugat 

maupun telrgugat ti ldak ada hubungan darah, nasab, ataupun kelrabat. Selharusnya 

dalam pelrkara di latas majelli ls haki lm lelbilh telli lti l atau lelbi lh melmpelrtajam dalam 

melli lhat kasus yang masuk dalam pelngadi llan agama. sellai ln i ltu, kuasa hukum 

harus belnar-belnar profelsi lonal, bukan hanya melnggunakan nama atau jabatan 

untuk melncari l keluntungan fi lnansi lal selmata.  

Alasan kelelmpat, dalam aturan pelrma nomor 1 tahun 2016 dan HIlR 

pasal 163 melmang sudah telpat dan belnar. Namun, dalam gugatan di latas jellas 

gugatan bukan kelwelnangan pelngadi llan agama, melngapa kok masi lh di llanjutkan, 

bukannya bi lsa melnurunkan ci ltra dan marwah pelngadi llan agama. dalam hal i lni l, 

majelli ls haki lm dan kuasa hukum harus mampu belrbelnah, dan melngelvaluasi l 

selti lap jalanya pelradi llan di l pelngadi llan agama, selsuai l delngan hukum acara yang 

belrlaku.  

Kelsi lmpulan akhi lr dari l belbelrapa alasan di latas sudah jellas bahwa 

pelrti lmbangan  haki lm melngalami l cacat formi ll atau melnyalahi l kelwelnangan 

pelradi llan agama, dan selharusnya dari l awal pelrkara masuk, delngan dasar hukum 

yang belrlaku, pelrkara harus di lnyatakan ti ldak di ltelri lma.  
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BAB V 

  PENUTUP 

A. Kesimpulan    

Belrdasarkan anali lsi ls yang di lsi lmpulkan dari l landasan telori l dan hasi ll 

pelnelli lti lan yang ada , pelnuli ls dapat melnyi lmpulkan selbagai l belri lkut: 

1. Bahwa ti lnjauan dari l hukum acara pelradi llan Agama, Pelrkara Gugatan Wari ls 

dalam Putusan nomor: 1133/Pdt.G/2020/Pa.Pct di l Pelngadi llan Agama 

Paci ltan bukan melrupakan pelrkara wari ls, dan jellas sudah melnyalahi l 

kelwelnangan pelradi llan agama atau gugatan cacat formi ll selsuai l delngan yang 

di latur dalam UU Nomor 3 tahun 2006 telntang pelrubahan atas UU No.7 

Tahun 1989, dan pelrubahan keldua UU Nomor 50 Tahun 2009 telntang 

pelradi llan Agama selrta asas pelrsonali ltas keli lslaman melnjadi l dasar 

kompeltelnsi l absolut Pelngadi llan Agama dalam melnelri lma, melmelri lksa, 

melmutus, dan melnye llelsai lkan pelrkara-pelrkara yai ltu Pelrkawi lnan, Wari ls, 

Wasilat, Hi lbah, Zakat, Ilnfaq, Shodaqoh, dan Elkonomi l syari lah.  

2. Telrkai lt ti lnjauan hukum acara pelradi llan telrhadap dasar pelrti lmbangan Haki lm 

pelrkara gugatan wari ls nomor: 1133/Pdt.G/2020/Pa.Pct majellils Haki lm 

melmpunyai l dasar pelrti lmbangan atau pelnalaraan hukum yang salah dan 

sangat melmbi lngungkan, karelna selluruh alasan haki lm dalam putusannya 

sangatlah kontrovelrsi l, dan jellas melnyalahi l hukum acara pelradi llan agama, 

selpelrti l gugatan melnyalahi l kelwelnangan pelngadi llan agama atau cacat formi ll, 

gugatan salah melneltukan subjelk hukum atau elrror iln pelrsona, gugatan 

kabur ti ldak jellas atau elrror iln pelrsona. Sellai ln iltu, kuasa hukum juga kurang 
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profelsi lonal dalam melnangani l pelrkara, karelna banyak yang ti ldak selsuai l 

delngan aturan dalam surat gugatan pelnggugat. 

B. Saran    

Adapun saran yang dapat di lambi ll daril kelsi lmpulan telrselbut di latas 

adalah selbagai l belri lkut: 

1. Selharusnya putusan pelngadi llan atau majelli ls haki lm harus selsuai l delngan 

dasar hukum acara pelradi llan agama. Sellai ln i ltu, majelli ls haki lm harus mellilhat 

kompeltelnsi l pelradi llan dalam selti lap pelrkara yang masuk di l pelngadi llan, agar 

ti ldak salah langkah dalam melngambi ll selti lap kelputusan. 

2. Haki lm harus lelbi lh bellajar profelsi lonal dalam melli lhat selbuah kasus atau 

pelrkara, karelna kasus di latas apabi lla di lli lhat delngan dasar hukum yang di latas, 

jellas tildak layak di lsi ldangkan di l wi llayah pelngadi llan agama, dan sangat 

belrelsi lko melngurangi l relputasi l atau melnurunkan ci ltra pelngadi llan. Sellai ln i ltu, 

pelngacara jangan hanya melnjadi l kuasa hukum, harus juga melli lhat tata cara 

melmbuat surat gugatan yang belnar selsuai l delngan aturan, selbellum gugatan 

telrselbut di lajukan kel pelngadi llan. Mulai l dari l ti ltlel gugatan, i lsi l, posi lta maupun 

pelti ltum gugatan.  

3. Sellai ln i ltu, Pelnelli lti lan i lni l bellum komprelhelnsi lf, karelna dari l belbelrapa gugatan 

wari ls yang ti ldak di ltelri lma, pelnelli lti lan i lni l hanya melnelli lti l satu putusan saja. 

Karelna di l Pelngadi llan Agama Kabupateln Paci ltan sangatlah mi lni lm yang 

melngajukan gugatan/pelrmohonan pelrkara wari ls. Maka untuk pelnelli lti lan 

belri lkutnya bagi l yang mi lnat dapat melnelli lti l dua putusan gugatan wari ls yang 

ti ldak dapat di ltelri lma, delngan alasan yang lelbi lh ti ldak masuk akal, dan delngan 
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tujuan melmpelrkaya wawasan keli llmuan. 
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